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TENTANG

SISTEM AKUNTANSIPEMERINTAHDAERAH
KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pelaksanaan
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur yang berbasis akrual, perlu
menetapkan Bagan Akun Standar Pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur. .
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182), Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)
sebagaimana telah diubah derigan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2000 tetang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tetang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, .Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung .Jabung Timur (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

b.

1.

2.



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Perobahan Atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertangunggajawaban
Bendahara serta Penyampaiannya;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013
Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAHDAERAHKABUPATENTANJUNG JABUNG
TIMUR.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,

pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan,
penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.

5. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban,
aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta
mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disebut
PSAP adalah SAPyang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.

7. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi
konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh
suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan
keuangan.



8. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar
dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik
yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan
keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode
maupun an tar entitas.

9. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SAPD
adalah rangkaian sisternatik dari prosedur, penyelenggara, peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis
transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi
Pemerintahan Daerah.

10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

11. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi,
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi
dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau
dibayar.

13. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui
pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset,
utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

14. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan
menjadi bagian yang melengkapi un sur aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban,
sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan
yang bersangkutan.

15. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

16. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara
lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

17. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disebut LRA adalah
laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja,
transfer, surplus/ defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.

18. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPSAL adalah laporan yang menyajikan
penurunan SAL tahun pelaporan yang
SiLPA/SiKPA,koreksi dan SALakhir.

19. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada
tanggal tertentu.

20. Laporan Operasional yang selanjutnya disebut LO adalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang
penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

yang selanjutnya disebut
informasi kenaikan dan
terdiri dari SAL awal,



21. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAKadalah laporan yang
menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas
dan setara kas selama satu periode akun tansi, serta saldo kas dan
setara kas pada tanggal pelaporan.

22. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disebut LPE adalah
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang
terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

23. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disebut CaLK adalah
laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar
terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA,
LPSAL, La, LPE, Neraca dan LAKdalam rangka pengungkapan yang
memadai.

24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna
anggararr/ pengguna barang.

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran '
pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas
pelaporan.

27. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau
lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

28. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum
Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun
anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan
tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

29. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.

30. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah
yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
Pemerintah Daerah.

31. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

32. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

33. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh
Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari
mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial di masa depan diharapkan
dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta
dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.



34. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa mas a lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
Pemerintah Daerah.

35. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan
selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.

36. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akuny pos
yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan
yang seharusnya.

37. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk
mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang
berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum
dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2
1) Maksud disusunnya Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah ini mengatur

penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur.

2) Tujuan disusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintrah. Daerah yaitu
sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual.

BAB III
RUANGLINGKUP

Pasal3
1. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah memuat pilihan

prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi, transaksi,
pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar,penyusunan neraca
saldo serta penyajian laporan keuangan.

2. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas :

1. sistem akuntansi pendapatan;

2. sistem akuntansi beban dan belanja;

3. sistem akuntansi transfer;

4. sistem akuntansi pembiayaan;

5. akuntansi kas dan setara kas;

6. sistem akuntansi piutang;

7. sistem akuntansi persediaan;

8. sistem akuntansi investasi;

9. sistem akuntansi aset tetap;



10.sistem akuntansi penyusutun aset tetap dan amortasi aset tidak
berwujud;

11.akuntansi dana cadangan;

12.sistem akuntansi aset lainnya;

13.sistem akuntansi kewajiban;

14.akuntansi koreksi kesalahan; dan

15.sistem akuntansi laporan konsolidasi.

3. Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasa18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
pada tanggal :;...f} fW~t 2014

BUPATI~UNG T':_MUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal z71 I'Ll t:;\ Zo 1L.t

H KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

~~::DIRMAN
BERITADAERAHKA\PATEN TANJUNGJABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR (/;
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LAMPlRAN PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR: 10 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I
SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN

A. DEFINISI

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah Kabupatei
Tanjung Jabung Timur yang diakui sebagai penambah ekuita
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perh
dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semu
penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldc
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutar
y~ng menja~i hak Peme~intah Daerah. Kabupaten Tanjung .Jabunj
Timur, dan tidak perlu dibayar kernbali oleh pemerintah.

B. KLASIFIKASI

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara gari:
besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah

Retribu·s~i~D~a-er-a~h------------------~

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Lain-am PADyang Sah

Pendapatan Dana Perimbangarr/Pendapatan
Transfer

Bagi I-lasil/DAU/DAK/Pendapatan Transfer
Pernerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainny

I-:-Lru-:-·n-_7'"lru-:-'n-:P::-e-n-:-da-p-at:-an--::D~a-er-'ah;--yan--g-;::;S-:ah;--------'P;:;-e11(i;lpatan Hibah
~Dan--a-~D~M-u-r-at;---------------------+~

Penclapatan Lainnya~------------------------------~----
c. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI SKPD

1. Pihak Pihak Terkait
Pihak Pihak yang terkait dalam sistern akuntansi pendapatan
pada SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)
Dalam sistem akuntansi Pendapatan La dan Pendapatan LRA,
PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki
tugas sebagai berikut:
1) mencatat transaksi Zkejadian pendapatan LO dan

Pendapatan LRA berdasarkan bukti bukti transaksi yang
sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku .Jurnal LO
dan Neraca;

2) melakukan posting jurnal jurnal trarisaksiy kejadian
pendapatan La dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar
masing masing rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (La),
Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
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b. Bendahara Penerimaan SKPD

1) mencatat dan membukukan semua penerimaan
pendapatan kedalam buku kas penerimaan;

2) membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan;

3) melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah
setiap hari.

c. PAjKPA

1) menandatanganijmensahkan dokumen surat ketetapan
pajakj retribusi daerah;

2) menandatangani laporan keuangan yang telah disusun
oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan
Kelornpok Pendapatan Jenis Pendapatan Dokumen

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah SKP Daerah/SKR

Retribusi Daerah
Daerah/STS/TBP/Dok
umen Lain yan g

Hasil Pengelolaan Kekayaan dipersamakan
Daerah yang Dipisahkan
Lain-lain PADyang Sah

3. Jurnal Standar
Pendapatan LO diakui pada saat:
1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria im dikenal Juga

dengan earned; atau

2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai
(realized) .

Pendapatan LRAmenggunakan basis kas sehingga pendapatan
LRAdiakui pada saat:
1) Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau

2) Diterima oleh SKPD;atau

3) Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama
BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan di SKPD dapat
diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif jurnal standar
sebagai berikut:

a. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Pajak
1) Pengakuan pendapatan yang didahului dengan adanya

penetapan terlebih dahulu (earned).
Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPD
telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum
diterima pembayarannya dari wajib pajak. Oleh karena itu,
PPK-SKPDmengakui adanya pendapatan pajak LO dengan
menjurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kred t

XXX XXX XXX Piutang Pajak XXX

XXX Pendapatan Pajak XX)
....... LO

Pada saat wajib pajak membayar pajak yang terdapa
dalam SKP tersebut, wajib pajak akan menerima Tands
Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membaya
pajak. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untul
mencatat pendapatan pajak tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kred t
XXX XXX XXX Kas di Bendahara XXX

Penerimaan
XXX Piutang Pajak..... XXX

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kred t
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan XXX
Paiak ... LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorka
pendapatan tersebut ke Kas Daerah. Berdasar kai
dokumen penyetoran tersebut atau STS (Surat Tand
Setoran), PPK SKPDmenjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Krec it
XXX XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Kas di Bendahara XX)<

Penerimaan

Bila Wajib Pajak membayar langsung ke rekening Ka~
Daerah, maka berdasarkan Nota Kredit dari Bank, PP:E<-
SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kre it

XXX XXX XXX RKPPKD XXX

XXX Piutang xx;
Pajak ...........

3
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Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan XXX
Pajak ....... LRA

engakuan pendapatan pajak yang didahului dengan
enghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
ilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak
erdasarkan perhitungan tersebut.

etika bendahara penerimaan SKPDmenerima pembayaran
ajak dari wajib pajak atas pajak yang sudah dilakukan
erhitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment),
PK-SKPD mengakui adanya pendapatan pajak LO dan
endapatan pajak LRAdengan menjurnal:

urnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

XXX Pendapatan XXX
Pajak.......LO

urnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan XXX
Pajak ....... LRA

Saat Bendahara Penerimaan menyetorkan pendapatan ini
ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen penyetoran tersebut
atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK SKPDmenjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

Selanjutnya, akan dilakukan pemeriksaan terhadap wajib
pajak, apabila ditemukan adanya kurang bayar maka akan
diterbitkan Surat Keterangan Kurang Bayar. SKPD
mengakui adanya penambahan Pendapatan LO.
Berdasarkan Surat Keterangan tersebut PPK SKPD
menjurnal:
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Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Piutang Pajak ........... XXX

XXX Pendapatan XXX
Paiak ...... LO

Apabila ditemukan adanya lebih bayar maka akan
diterbitkan Surat Keterangan Lebih Bayar. SKPD mengakui
adanya pengurangan Pendapatan LO. Berdasarkan Surat
Keterangan tersebut PPK SKPDmenjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Piutang Pajak ........... LO XXX

XXX Utang Kelebihan XXX
Pembayaran Pajak

gakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan
uka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama
erapa periode ke depan.

ika bendahara penerimaan SKPD menenma pembayaran
ak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk periode
entu, PPK-SKPD mengakui adanya Pendapatan Diterima
uka dan Pendapatan Pajak LRAdengan menjurnal:

nal LO atau Neraca

199ai Nomor Bukti Kode Rekeninz Uraian Debit Kredit
XXX XXX Kas di Bendahara XXX

Penerimaan
XXX Pendapatan Diterima XXX

Dimuka

rnal LRA

199ai Nomor Bukti Kode Rekeninz Uraian Debit Kredit
XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendanatan Paiak ...... LRA XXX

anjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
dapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
yetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), PPK-
PD menjurnal:

rnal LO atau Neraca

ggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan
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Diakhir tahun atau akhir periode akan diterbitkan bukt
memorial untuk mengakui pendapatan LO, dalam ha
pendapatan diterima dimuka pada setiap akhir tahurr/periode
laporan harus dilakukan penyesuaian untuk mengakui hak
yang telah menjadi asset pemerintah, PPKSKPDmenjurnal:

Jurnal LOatau Neraca

xxx
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening

xxx Pendapatan Diterima Dimuka xxx
Uraian Debit Kredit

xxx

xxx Pendapatan Pajak ..... LO xxx

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan
pembayarannya diterima dimuka untuk memenuhi kewajiban
selama beberapa periode ke depan.

Ketika bendahara penerimaan SKPD menerima pembayaran
pajak dari wajib pajak atas pajak yang dibayar untuk period
tertentu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan diterim
dimuka dan pendapatan pajak LRA dengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

xxx xxxPendapatan Diterima
Dimuka

Jurnal LRA

xxx xxx xxx Perubahan SAL xxx
Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening

xxx

Uraian Debit Kredit

xxxPendapatan Pajak ..LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorka
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokume
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fung
akuntansi mencatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

xxx

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

xxx XXX XXX RK PPKD XXX

XX)( Kas di Bendahara
Penerimaan

1
I

e
a

n
n
si

6



Pada akhir periode SKPD melakukan pemeriksaan. Apabila
diternukan adanya pajak kurang bayar, SKPD akan
mengeluarkan surat ketetapan kurang bayar. Berdasarkan
surat ketetapan tersebut, dicatat dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan
XXX XXX XXX Pendapatan Diterima XXX

Dimuka

XXX Pendapatan Pajak .... LO XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar
XXX XXX XXX Piutang Pajak ..... XXX

XXX Pendapatan Pajak .... LO XXX

Apabila diternukan adanya pajak lebih bayar, SKPD akan
mengeluarkan surat ketetapan lebih bayar atas pajak.
Berdasarkan hal tersebut dicatat pengakuan dengan jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
Pengakuan Pendapatan-LO pada saat pemeriksaan
XXX XXX XXX Pendapatan Diterima xxx

Dimuka

XXX Pendapatan Pajak .... LO XXX
Pengakuan Piutang atas Pajak Kurang Bayar
XXX XXX XXX Pendapatan Pajak ..... LO XXX

XXX Utang kelebihan XXX
pembayaran Pajak

b. Jurnal Standar Untuk Pencatatan Retribusi

1)Jurnal Standar - Eamed
Ketika diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah, SKPD
telah berhak mengakui pendapatan, meskipun belum
diterima pembayarannya oleh wajib retribusi (eamed). Oleh
karena itu, PPK-SKPD mengakui adanya pendapatan
retribusi LOdengan menjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

XXX

Uraian Debit KreditTanggal Nomor Bukti Kode Rekening

Piutang Retribusi.. ...... XXXXXX xxx XXX

Pendapatan
Retribusi .... LO

XXX

Pada saat wajib retribusi membayar retribusi yang terdapat
dalam SKR tersebut, wajib retribusi akan menerima Tanda
Bukti Pembayaran (TBP) sebagai bukti telah membayar
retribusi. TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk
mencatat pendapatan retribusi -LRAdengan jurnal:
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Tanggal Nemer Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

XXX Piutang Retribusi ..... LO XXX

Jurnal LRA

Tanggal Nemer Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan XXX
Retribusi...LO

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran),
PPK SKPDmenjurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nemer Bukti Kede Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

2). Jurnal Standar - Realized

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian
akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga
menjadi dasar bagi PPK SKPDuntuk mengakui pendapatan
dengan mencatat jurnal:

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nornor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

XXX Pendapatan Retribusi XXX
........... LO

Jurnal LRA

Tanggal Nemer Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan Retribusi XXX
.... LRA

Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan menyetorkan
pendapatan ini ke Kas Daerah. Berdasarkan dokumen
penyetoran tersebut atau STS (Surat Tanda Setoran), fungsi
akuntansi mencatat dengan jurnal:

8



Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX RKPPKD XXX

XXX Kas di Bendahara XXX
Penerimaan

4. Ilustrasi

Jenis pendapatan yang terdapat pada SKPD dapat meliputi
pendapatan pajak dan pendapatan retribusi. Pencatatan pajak
pada SKPD dapat menggunakan 4 alternatif pengakuan sesuai
dengan mekanisme pendapatan pajak yang dianggarkan pada
SKPD tersebut. Sedangkan untuk retribusi menggunakan
2 alternatif pengakuan sesuai dengan mekanisme pendapatan
retribusi yang dianggarkan pada SKPDtersebut.

a. Prosedur Pencatatan Pajak
1) Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan

adanya penetapan terlebih dahulu (official assesment).

Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika
dokumen penetapan tersebut telah sahkan. sedangkan
untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah
dilakukan. Ketika dokumen penetapan disahkan, maka
fungsi akuntansi membuat jurnal dengan mencatat
piutang pendapatan di debit dan pendapatan LO di kredit.
Besaran pendapatan yang diakui sebesar nilai yang tertera
dalam dokumen penetapan.

2) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment)
dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak
berdasarkan perhitungan tersebut.
Jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak,
selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak
yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih
bayar untuk kemudian dilakukan penetapan.
Pendapatan In! diakui pada pendapatan LO dan
Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan
pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan
ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat
ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar
pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam
pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan
diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan
dijadikan pengurang pendapatan LO.

3) Pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya
dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi
kewajiban selama beberapa periode ke depan.
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Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan
telah terlalui sedangkan pendapatan LRAdiakui pada saat
uang telah diterima.

4) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan
penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment)
dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi
kewajiban selama beberapa periode ke depan.

b. Prosedur Pencatatan Retribusi

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului
dengan adanya penetapan terlebih dahulu.

2. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan
terlebih dahulu

Pengakuan pendapatan ini maka pengakuan pendapatan
LO dan pengakuan pendapatan LRApad a saat pembayaran
telah diterima oleh pemerintah daerah.

D. SISTEM AKUNTANSI PENDAPATAN DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait

Pihak Pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan
pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, Fungsi Akuntansi
PPKD, dan PPKD selaku BUD.

a. Fungsi Akuntansi PPKD

Dalam sistem akuntansi Pendapatan, fungsi akuntansi PPKD,
memiliki tugas sebagai berikut:
1. mencatat transaksi/kejadian pendapatan LO dan

Pendapatan LRAberdasarkan bukti bukti transaksi yang
sah dan valid ke Buku Jurnal LRAdan Buku Jurnal LO
dan Neraca;

2. melakukan posting jurnal jurnal transaksi / kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRAkedalam Buku Besar
masing masing rekening (rincian objek);

3. menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Perubahan SAL
(LP.SAL),Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE),Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas
Laporan keuangan.

b. Bendahara PPKD

1. mencatat dan mernbukukan semua penerimaan
pendapatan kedalam buku kas penerimaan.

2. membuat Rekap Penerimaan Harian yang bersumber dari
Pendapatan.

3. melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah
setiap hari.
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c. PPKD Selaku BUD

1. Menandatangani/ mensahkan dokumen surat ketetapan
pajak/ retribusi daerah.

2. Menandatangani laporan keuangan yang telah disusun
oleh Fungsi Akuntansi SKPD.

2. Jurnal Standar

Pendapatan LO diakui pada saat:
a. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga

dengan earned; atau

b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai
(realized) .

Pendapatan LRAmenggunakan basis kas sehingga pendapatan
LRAdiakui pada saat:
a. diterima di rekening Kas Umum Daerah; at au

b. diterima oleh SKPD; atau

c. diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama
BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan
pendapatan maka pengakuan pendapatan di PPKD dapat
diklasifkasikan ke dalam beberapa alternatif jurnal standar
sebagai beriku t:

a. Prosedur Pencatatan PAD
1) PADmelalui Penetapan

Ketika PPKD menerbitkan Dokumen Ketetapan yang
mengindikasikan adanya hak Pemda atas suatu
pendapatan. Berdasarkan Dokumen terse but, Fungsi
Akuntansi PPKDkemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

TanggaJ Nomor Bukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Piutang Pendapatan XXX

XXX Pendapatan Pajak XXX
.... LO

Piutang Pendapatan atas Surat Ketetapan itu akan dibayar
oleh Wajib Pajak yang selanjutnya akan menerima Tanda
Bukti Pembayaran (TBP)sebagai bukti telah menyetor PAD
melalui Penetapan. Berdasarkan Dokumen tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKDkemudian akan mencatat jurnal.
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I Jurnal LO atau Neraca

Tanggal NomorBukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX Piutang Pajak XXX
............ LO

Jurnal LRA

Tanggal NomorBukti KodeRekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan Pajak XXX
..... LRA

2) PADTanpa Penetapan
Ketika Pihak ketiga melakukan pembayaran PAD Tanpa
Penetapan kemudian akan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKDkemudian akan mencatatjurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal NomorBukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX Pendapatan XXX
Pajak.............. LO

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XX.x Pendapatan Pajak XXX
..... LRA

3) PADdari Hasil Eksekusi Jaminan
Pihak ketiga melakukan pembayaran uang jaminan
bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan
pemasangan iklan, kemudian akan menerima Tanda Bukti
Pembayaran (TBP). Berdasarkan Dokumen tersebut,
Fungsi Akuntansi PPKDkemudian akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Bukti Kade Rekening Uraian Debit Kredit

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX Utang Jaminan XXX
.............. LO

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya,
PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya
telah disetorkan. Fungsi Akuntansi PPKD akan membuat
bukti memorial terkait eksekusi jaminan. Berdasarkan
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Tanggal Nomor Bukti Kode Rekening

kuntansi PPKD kemudian

Uraian Debit Kredit
Utang Jaminan XXX

Pendapatan ....LO XXX

Uraian Debit Kredit
Perubahan SAL XXX

Pendapatan XXX
.......... LRA

na Perimbangan
erima surat pemberitahuan
etapan jumlah dana transfer
emerintah Daerah, maka
, Fungsi Akuntansi PPKD

Uraian Debit Kredit
ang pendapatan ... XXX

Pendapatan Transfer XXX
.".,LO

menerima dana transfer dari
s daerah akan mengeluarkan
okumen tersebut, Fungsi
mencatat jurnal.

Uraian Debit Kredit
di Kas Daerah XXX

Piutang Pendapatan"", XXX

Uraian Debit Kredit
bahan SAL XXX

Pendapatan Transfer XXX
" ..LRA

ndapatan Daerah yang Sah

13

Dokumen tersebut, Fungsi A
akan mencatat jurnal.

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal NomorBul<ti Kode Rekening
xxx xxx xxx

XXX

Jurnal LRA

XXX xxx XXX

XXX

b. Prosedur Pencatatan Transfer IDa
Ketika Pemerint.ah Daerah men
dari Pemerintah Pusat terkait ket
yang akan diterima oleh P
berdasarkan ketetapan tersebut
kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

XXX xxx xxx Piut

xxx

Tanggal Nomor Bukti KodeRekening

Ketika pemerin tah daerah telah
pemerintah pusat, maka bank ka
Nota Kredit. Berdasarkan D
Akuntansi PPKDkemudian akan

Jurnal LO atau Neraca

XXX xxx xxx Kas

xxx

Tanggal NomorBukti KodeRekening

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti KodeRekening
Peruxxx XXX xxx

xxx

c. Prosedur Pencatatan Lain-lain Pe
Contoh: Pendapatan Hibah



r
Berdasarkan Naskah Perjanjian
ditandatangani, Fungsi Akuntansi
mencatat jurnal:

Hibah Daerah
PPKD kemudian

yang
akan

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal NomorBukti Kode Rekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Piutang ?endapatan Hibah XXX

XXX Pendapatan Transfer XXX
Hibah............... LO

Selanjutnya, ketika hibah diterima oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fungsi Akuntansi PPKD
kemudian akan mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Bukti KodeRekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX Piutang Pendapatan XXX
Hibah.....

Jurnal LRA

Tanggal Nomor Bukti KodeRekening Uraian Debit Kredit
XXX XXX XXX Perubahan SAL XXX

XXX Pendapatan Hibah-LRA XXX

Adanya jurnal standar atas transaksi yang melibatkan R/K (reperticoal Account)
bagaiman standar yang harus dibuat oleh PPKD saat adanya jurnal R/K dari
SKPD. Karena dua jurnal ini wajib dilakukan dalam transaksi dengan system
HOBO (home Office branch Office).

No. Transaksi

1 Penerbitan SK

Penyetoran Pendapatan
01eh SKPDke Kas Daera h

Pendapatanlangsung
4 disetor ke kas umum

daera h
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BAB II

SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

A. UMUM

1. Definisi
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban.

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum
Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tah un anggaran bersangku tan y
pembayarannya kembali oleh pemer

Belan fI BMtUQl1 So,lIt!

ang tidak akan diperoleh
intah.

mlah brutonya, yaitu nilai
gai potongan atas gaji dan
SKPD, karena akan dicatat

enangan atas beban

KEWENANGAN

SKPD
SKPD
PPKD
PPKD

PPKAD &SKPD
SKPD
SKPD
SKPD

PPKD
nya PPKD
erintah Daerah PPKD

a PPKD
a PPKD

PPKD
PPKD
PPKD

lam format APBD rnenurut

KEWENANGAN

SKPD
PPKD
PPKD
PPKD
PPKD

aterr/Kota dan PPKD

PPKD
Desa

PPKD

SKPD
SKPD
SKPD
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Beban dan Belanja gaji dicatat ju
sebelum potongan-potongan. Berba
tunjangan tidak dicatat oleh PPK
oleh Fungsi Akun tansi PPKD.

2. Klasifikasi
Klasifikasi beban dalam LO dan kew
tersebut:

Beban 0
BEBAN

Defisit Non 0 erasional
Beban Luar Biasa

Sedangkan klasifikasi belanja da
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

BELANJA

Belanja Bagi Hasil kepacta Provinsi/Kabup
Pemerintah Desa



J urnal LO dan Neraca
Tanggal Nornor Kade Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Persediaan ATK XXX
XXX XXX XXX Utang Belanja

I ATK XXX

Kemudian dilakukan pernbayaran melalui mekanisme SP2D.
LSmaka jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nornor Kade Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX Utang Belanja ATK XXX
XXX RK PPKD XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nornor Kade Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX Belanja ATK XXX
XXX Peru bahan SAL XXX

Atau kemudian dilakukan pembayaran melalui mekanisme
SP2DUP/GU/TU makajurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nornor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Utang Belanja ATK XXX

XXX XXX XXX Kas di Bendahara XXXPengeluaran

Jurnal LRA
Tanggal Nornor Kade Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Belania ATK XXX
XXX Peru bahan SAL XXX

Perhitungan persediaan menggunakan metode periodik, maka
fungsi akuntansi melakukan Penghitungan fisik (Stock
Opname) terhadap barang dan jasa yang dibeli dan belum
digunakan, dan berdasarkan hasil stock opname tersebut
jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kade Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Beban ATK XXX
XXX Persediaan ATK XXX

c. Hibah dan Bantuan Sosial
Beban hibah dan Bantuan Sosial dalam bentuk barang,
pengakuannya pada saat penanda tanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/
dokumen yang dipersamakan atau dapat juga pada saat
penyerahan kepada penerima hibah Zbantuan sosial. Beban
hibah dan Bantuan Sosial menggunakan dua metode
pendekatan yaitu:
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1) Pendekatan Beban

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan
dihibahkan Zdiserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan
jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara
Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum
dilakukan pembayaran, serta kemudian barang tersebut
langsung diserahkan ke penerima hibah bersamaan dengan
NPHD atau dokumen yang sah ditanda tangani maka jurnal
standar:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekenin

Beban Barang

XXX yang akan XXXdiserahkan kepada

XXX XXX Belanja

XXX XXX

Kemudian PPKSKPDmelakukan pembayaran kepada rekanan
dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran
tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca

Tanggal Nomor Kode Debit Kredit
Bukti Rekenin

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian DebitBukti Rekenin

Belanja barang

XXX XXX XXX dihibahkan kepada XXX
mas arakat

XXX Peru bahan SAL XXX

Kredit

Pada akhir periode fungsi akuntansi akan melakukan
Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang dan jasa
yang dibeli dan belum digunakan dan bcrdasarkan hasil stock
opname maka jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
Persediaan barang ..

XXX yang akan XXXdiserahkan kepada
oihak ketiza

XXX XXX Beban barang ...
yang akan

XXX diserahkan XXX
kepada pihak
ketiga
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2) Pendekatan Aset

SKPD melakukan pembelian Barang dan jasa yang akan
dihibahkanj diserahkan kepada pihak ketiga dan Barang dan
jasa tersebut telah diterima dari rekanan dengan Berita Acara
Serah Terima dari Rekanan ke SKPD dan akan tetapi belum
dilakukan pembayaran, serta NPHDjSurat Perjanjian Bantuan
SosialjDokumen yang dipersamakan telah ditanda tangani
akan tetapi barang tersebut belum diserahkan ke ke penerima
hibah. Berdasarkan kejadian tersebut, maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Persediaan Barang
XXX yang akan diberikan XXX

XXX XXX kepada Pihak Ketiga

XXX Utang Belanja
XXXBarang .........

Kemudian PPKSKPDmelakukan pembayaran kepada rekanan
dengan mekanisme LS maka pencatatan atas pembayaran
tersebut dengan jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Utang Belanja XXXXXX XXX Baranz ...
X.XX RK PPKD XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Belanja Hibah
XXX XXX XXX kepada kelompok XXX

Masvarakat
XXX Peru bahan SAL XXX

Setelah it.u barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
oleh kepala SKPD melakukan penyerahan barang kepada
penerima hibahjbantuan sosial dimana berdasarkan
NPHDjSurat PerjanjianjDokumen yang dipersamakan yang
telah ditanda tangani maka jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Beban Barang yang
XXX akan diserahkan kpd XXX

masvarakat
XXX XXX Persediaan

XXX barang ... yang XXXakan diserahkan
kpd masvaraka t

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Beban Penyusutan dan amortisasi adalah alokasi yang sistematis
atas nilai aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets)
selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Beban
penyusutan SKPDjurnal standar:
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r J urnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Beban Penyusutan .. XXX
XXX Akumulasai Penyusutan .. XXX

e. Beban Penyisihan Piutang
Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang
tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang
dari seseorang dany atau korporasi darr/ atau entitas lain. Jurnal
standar beban penyisihan piutang:

Jurnal LOdan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit
Bukti Rekenin

XXX Beban Penyisihan XXXPiutan ...
XXX XXX PenyisihanXXX Piutan ...

Kredit

XXX

C. SISTEM AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA DI PPKD

1. Pihak Pihak Terkait
Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi beban dan
belanja antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD(PPK
PPKD)dan Bendahara Pengeluaran PPKD.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD(PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi Beban dan Belanja, PPK-PPKD
melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai
berikut:

1) mencatat transaksiy kejadian beban dan belanja berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA.
dan Buku Jurnal LOdan Neraca;

2)melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar
masing-masing rekening (rincian objek);

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Laporan
Perubahan SAL, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan
Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Pengeluaran PPKD

1)mencatat dan membukukan semua pengeluaran beban dan
belanja kedalam buku kas umum PPKD.

2) membuat SPJ atas beban dan belanja.
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•
2. Dokumen yang digunakan

Dokumen berdasarkan klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP
Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010:

Uraian Dokumen
Beban Operasional - LO

Beban Bunga Nota Debet/SP2D
Beban Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Beban Hibah NPHD/SP2D
Beban Bantuan Sosial Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D

Beban Transfer
Beban Transfer bagi Hasil Pajak Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Daerah
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Lainnva
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Pemerintah Daerah lainnva
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Desa
Beban Transfer Bantuan Keuangan Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D

I Lainnva
Beban Transfer Dana Otonomi khusus Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D

Defisit Non Operasional Bukti Memorial
Beban Luar Biasa Bukti Memorial

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam format APBD
menurut Permendagri Nomor 13Tahun 2006:
Belania Tidak Langsung
Belania Bunza Nota Debet/SP2D
Belanja Subsidi Surat Keputusan Kepala DaerahjSP2D
Belanja Hibah NPHD/SP2D
Belanja Bantuan Sosial Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Belanja Bagi Hasil kepada Surat Keputusan Kepala DaerahjSP2D
ProvinsijKabupatenjKota dan Pemerintah
Desa
Belanja Bagi Hasil kepada Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
ProvinsijKabupaten/Kota dan Pemerintah
Desa
Belania Tidak Terduza Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D

Dokumen berdasarkan klasifikasi belanja dalam LRA menurut
PSAPNomor 02 Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010:

Uraian Dokumen
Belanja Operasi

r-- Bunga Nota Debet/SP2D
Subsidi Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D
Hibah lUang, baranz dan Jasa * NPHD/SP2D
Bantuan Sosial (uang dan barang)* Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D

Belanja Tak Terduga
Belania Tak Terduga Surat Keputusan Kepala Daerah/SP2D

3. Jurnal Standar
a Beban Bunga

Pemerintah Daerah menandatangani Perjanjian Utang dengan
I pihak ketiga, dimana konsekuensi dari utang tersebut akan

timbul adanya kewajiban bunga, berdasarkan kejadian tersebut
maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Beban bunga utang XXX

I pinjarnanXXX XXX Utang bunga kpdXXX Pemerintah XXX
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Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX Beban hibah kpd XXX
XXX XXX masvarakat

XXX Utang belanja hibah XXX

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan
hibah dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan penyerahan
kepada yang berhak menerima hibah dalam bentuk uang
berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Utanz belania hibah XXX
XXX Kas di kas Daerah XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz

XXX Belanja hibah kpd XXX
XXX XXX masvarakat

XXX Peru bahan SAL XXX

d. Beban Bantuan Sosial
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluarkan
Surat Keputusan kepala daerah tentang penerima bantuan sosial
berupa uang serta menandatangani Surat Perjanjian pemberian
bantuan sosial dengan penerima bantuan sosial. Berdasarkan
Surat Keputusan Kepala Daerah dan surat perjanjian pemberian
bantuan sosial maka fungsi akuntansi melakukan pencatatan
dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
Beban bantuan social kpd

XXX organisasi sosial XXX
XXX XXX masyarakat

XXX I
Utang Belanja XXX
Ban tuan Sosial

Kemudian Pemeritah Daerah melakukan pencairan bantuan
sosial dengan diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran
kepada yang berhak menerima bantuan sosial dalam bentuk
uang berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi
akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX Utang belanja bantuan XXX
XXX XXX social

XXX Kas di Kas Daerah XXX
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A. UMUM

BAB III
SISTEM AKUNTANSI TRANSFER

1. Definisi
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu
entitas pelaporan darijkepada entitas pelaporan lain, termasuk
dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk a
lain, misalnya pe
pusat dan dana ba

Transfer keluar ad
entitas pelaporan
pemerintah pusat
bantuan keuangan

2. Klasifikasi

Klasifikasi

Dana Alokasi Khusus
Transfer Pemerintah Pus

Beban Transfer Ba i Has
Beban Transfer Ba i Has
Beban Transfer Bantuan

B. SISTEM AKUNTANS
l. Pihak-Pihak Terka
Pihak Pihak yang
dan transfer kelua
PPKDdan Bendah
a. Pejabat Penatau

Dalam sistem
fungsi akun tan
1) mencatat t

bukti transak
Buku Jurnal

2) melakukan
pendapatan
masing-rnas

dalah penerimaan uang dari entitas pelaporan
nerimaan dana perimbangan dari pemerintah
gi hasil dari pemerintah provinsi.

alah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke
lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh
dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta

at-Dana Perimbangan

daya Alam

at Lainnva

insi
aiak
innya

it Pajak
il Pendapatan Lainnya
Keuangan ke Pernerintah lainnya
Keuangan ke Desa
Lainnva

abupatenjkota atau ke Desa

ainnva
gan
emerintah lainnva
nya

I TRANSFER DI PPKD
it
terkait dalam sistem akuntansi transfer masuk
r antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan
ara Pengeluaran PPKD.
sahaan Keuangan PPKD(PPKPPKD)
akuntansi transfer, PPK-PPKD melaksanakan

si PPKD,memiliki tugas sebagai berikut:
ransaksiy kejadian transfer berdasarkan bu kti-
si yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRAdan
LOdan Neraca;
posting jurnal-jurnal transaksi / kejadian

LO dan pendapatan LRAkedalam Buku Besar
ing rekening (rincian objek);
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3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Operasional (LO},Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku
Penerimaan PPKD;

2) membuat SPJ penerimaan.

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

1) mencatat dan membukukan semua transfer kedalam buku
Pengeluaran PPKD;

2) membuat SPJ pengeluaran.

2. Dokumen yang digunakan

Uraian Dokumen
Pendapatan Transfer
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perirnbangan PMK/Perpres/Keputusan Kepala

Daerah
Dana BagiHasil Pajak PMK/Keputusan KepalaDaerah
Dana Bazi hasil Sumber daya Alarn PMK
Dana AlokasiUmum PMK/Perpres
Dana AlokasiKhusus PMK/Perpres
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya PMK/Keputusan KepalaDaerah
Dana Otonomi Khusus PMK/Keputusan K~ala Daerah
Dana Penvesuaian PMK/Keputusan KepalaDaerah
Transfer Pemerintah Provinsi PMK/Keputusan KepalaDaerah
Pendapatan BagiHasil Pajak PMK/Keputusan KepalaDaerah
Pendapatan BagiHasil Lainnya PMK/Keputusan KepalaDaerah
Beban Transfer
Beban Transfer Bagi hasil Pajak Keputusan KepalaDaerah
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya Keputusan KepalaDaerah
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya Keputusan Kepala Daerah
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke desa Keputusan Kepala Daerah
Beban Transfer Keuangan Lainnya Keputusan Kepala Daerah
Transfer /Bagi Hasil ke Kab/Kota atau ke Desa
Bagi HasHPajak Keputusan Kepala Daerah
Bagi Hasil Retribusi Keputusan KepalaDaerah
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Keputusan KepalaDaerah
Transfer Bantuan Keuangan Keputusan Kepala Daerah
Bantuan Keuangan KePemerintah lainnya Keputusan KepalaDaerah
Bantuan Keuangan Lainnya Keputusan KepalaDaerah

3. Jurnal Standar
a. Transfer Masuk

1)Dana Darurat

Jika Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima
'PMK/?etpres/Surat Kepu tu san Kepala Daer'ah tentang dana
transfer dana darurat maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

J urnal LOdan Neraca
TanggaJ Nomor Kode

Uraian I Debit Kredit8ukti Rekening

XXX Piutang Transfer I XXXDana Darurat
XXX XXX Pendapatan

XX"'( Transfer Idana XXX
darurat LO
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f

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima
pencairan dana transfer berupa dana darurat dengan bukti
pemindahbukuanjnota kredit dari Bank atas pencairan dari
Pemerintah Pusat./Pemerintah Daerah lainnya atas
PMKjPerpres/Surat Keputusan Kepala Daerah maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekeninz

XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Piutang
XXX Transfer IDana XXX

Darurat

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Peru bahan SAL XXX

XXX XXX Pendapatan
XXX Transfer IDana XXX

Darurat LRA

2) Dana Bagi hasil Pajak dari Pemerintah Pusat
Jika Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima
PMK/Perpres untuk Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
maka fungsi akuntansi akan melakukan pencatatan dalam
jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX Piutang Bagi Hasil XXX
XXX XXX Pajak

XXX Pendapatan Bagi XXX
Hasil Pajak LO

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima
pencairan dana transfer berupa dana bagi hasil pajak dengan
bukti pemindahbukuarr/ nota kredit dari Bank atas pencairan
dari Pemerintah Pusat atas PMK/Perpres maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX XXX
Piutang Bagi Hasil XXX
Pajak

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Oeblt Kredlt

Bukti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

XXX XXX XXX Pendapatan bagi XXX
Hasil Pajak LRA

3) Dana AlokasiUmum (DAU)
Jika Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menerima
PMK/Perpres untuk Dana Alokasi Umum (DAU)maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

------------ -- - - - - - - -- -
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Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode I Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Piutang DAU XXX

XXX XXX XXX Pendapatan Dana XXXAlokasi Umum LO

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa
dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuan/nota
kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas
PMK/Perpres maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX XXX Piutang Dana XXXAlokasi Umum

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Peru bahan SAL XXX
XXX XXX XXX. Pendapatan Dana XXXAlokasi Umum LRA

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Jika Pemerintah Kabupaten Tanjung .._TabungTimur menerima
PMK/Perpres untuk Dana Alokasi Khusus (DAK)maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Reken irig

XXX Piutang DAK XXX
XXX XXX XXX Pendapatan Dana XXXAlokasi khusus LO

Pemerintah Daerah menerima pencairan dana transfer berupa
dana alokasi umum dengan bukti pemindahbukuanjnota
kredit dari Bank atas pencairan dari Pemerintah Pusat atas
PMKjPerpres maka fungsi akuntansi akan melakukan
pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX XXX Piutang Dana XXX

i Alokasi Khusus

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

xxx XXX Pendapatan Dana
xxx Alokasi Khusus XXX

LRA
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b. Transfer keluar

1) Beban transfer bagi hasil pajak daerah ke kabupaterr/Icota

Pemerintah Daerah melakukan pencairan bagi hasil pajak
daerah ke kab/Icota dengan diterbitkan SP2D LS dan
dilakukan penyerahan bagi hasil pajak daerah kepada
kabupaterr/kota, berdasarkan kejadian tersebut fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Utang Bagi Hasil Pajak

XXX XXX XXX daerah ke XXX
Kaupaten/Kota

XXX Kas di Kas Daerah XXX I

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Belanja Transfer Bagi

XXX XXX XXX Hasil Pajak daerah ke XXX
Kabupaten/Kota

XXX Perubahan SAL XXX

2) Beban transfer bantuan keuangan ke kabupaten.'kota
Pemerintah Daerah melakukan pencairan dana bantuan
keuangan ke kabupatenj'kota dengan diterbitkan SP2D LS
dan dilakukan pembayaran kepada yang berhak menerima
berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi akuntansi akan
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

.Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

YXX Utang Transfer XXXXXX XXX Bantuan Keuangan
XXX Kas di Kas Daerah XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Transfer Bantuan

XXX XXX XXX Keuangan Pemerintah XXX
i Kabupaten

XXX Peru bahan SAL XXX

3) Beban Transfer bantuan keuangan ke c1esa

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Daerah/Surat
persetujuan pemberian bantuan ke desa tentang bantuan
keuangan desa. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang bantuan keuangan maka fungsi akuntansi akan
melakukan pencatatan dalam jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Beban Transfer
XXX Bantuan Keuangan ke XXX

XXX XXX Desa

XXX Utang Transfer XXXbantuan Keuangan
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Kemudian Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
melakukan pencairan dana bantuan keuangan kedesa dengan
diterbitkan SP2D LS dan dilakukan pembayaran kepada yang
berhak menerima berdasarkan kejadian tersebut maka fungsi
akuntansi akan melakukan pencatatan dalamjurnal standar

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian DebitBukti Rekenin

XXX Utang Transfer XXXXXX XXX Bantuan Keuan an
X)(.,'\ Kas di Kas Daerah

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian DebitBukti Rekenin

XXX Transfer Bantuan XXX
XXX XXX Keuan an ke Desa

XXX Peru bahan SAL

Kredit

Kredit
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BABIV
SISTEM AKUNTANSI PEMBIAY AAN

A. UMUM
1. Definisi

Pembiaijaari (financing) adalah seluruh transaksi keuangan
p~merintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu
dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran
pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan
atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman,
dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara
lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal
oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan
menurut PSAPBerbasis Akrual Nomor02, dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1)Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening
Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan
pmjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi
perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang
diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya, dan pencairan dana cadangan.

2) Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening
Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman
kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran
kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu,
dan pembentukan dana cadangan.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dengan sistem akuntansi pembiayaan antara
lain Fungsi Akuntansi PPKDdan PPKD.
1. Fungsi Akuntansi - PPKD
Dalam sistem akuntansi pembiayaan, fungsi akuntansi pada PPKD
memiliki tugas sebagai berikut:
a. mencatat transaksf /kejadian investasi lainnya berdasarkan

bukti-bukti transaksi yang sel.hke Buku Jurnal Umum;

b. rnemposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam
Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

c. menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi
Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL),Laporan
Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan
Arus Kas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
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2. BUD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, BUD melakukan fungsi
mengadministrasi transaksi penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan, sehingga BUD memiliki tugas
menyiapkan dokumen transaksi untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh Kepala
SKPKD.

3.PPKD

Dalam sistem akuntansi pembiayaan, PPKD memiliki tugas
menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum
diserahkan kepada BPK.

C. DOKUMENYANGDIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara
lain:
1. Peraturan Daerah terkait transaksi pembiayaan;

2. Naskah Perjanjian Kredit;

3. SP2D LS sebagai dokumen pencairan dari rekening kas umum
daerah;

4. Nota Kredit;

5. Dokumen lainnya.

D. JURNAL STANDAR

Pada dasarnya transaksi pembiayaan dilaksanakan oleh PPKD.
Berikut adalah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan
maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi
kewajiban, sebagai berikut:

Tran saksi PENCATATANOLEH PPKDNo.
Uraian Debet Kredit

Kas di Kas Daerah XXX
Saat penerimaan Kewaiiban iangka Panianz XXX1 pembiayaan Perubahan SAL XXX

?enerimaan Pembiavaan XXX
Beban bunza XXX

Saat Pembayaran Kas di Kas Daerah XXX2 bunga kewajiban Bunza Utanz XXX
Perubahan SAL XXX

Kewaiiban .Janzka Panianz XXX
Saat Pelunasan Kas di Kas Daerah XXX3 Kewajiban Pengeluaran Pembiavaan XXX

Perubahan SAL XXX
Kewaiiban .Janzka Panianz XXX4 Saat Reklasifikasi

Bazian Lancar Kewaiiban Jk. Paniana XXX
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BABV
AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

A. UMUM
1. Definisi

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah
daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkanj dicairkan menjadi
kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas
juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan
(UYHD)yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam
neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau
digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai
yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan
lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka
pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang
dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan.
Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi
dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari
tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada Pemerintah kabupaten Tanjung Jabung
Timur mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah
tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD)dan kas yang
dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara
umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara
kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara
umum daerah terdiri dari:
a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada

bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
penerimaan dan pengeluaran.

b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi
dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara
umum daerah.
Kas Kas di Kas Daerah Kas di Kas Daerah

Potonzan Paiak dan Lainnva
Kas Transitoris
Kas lainnva

Kas di Bendahara Pendapatan yang belum disetor
Penerimaan

Uanz Titioan
Kas di Bendahara Sisa Pengisian Kas UP/GU/TV
Penzeluaran

Paiak di SK?D yang belum disetor
Uanz Titman

Kas Lain di Beridahara
Pengeluaran

KasdiBLUD Kas Tunai BLUD
Kas di Bank BLUD
Pajak varia belum disetor BLUD
Uane: Muka Pasien RSUD/BLUD
Uanz Titinan BLUD

Setara Kas Deposito (kurang dari 3 Deposito (kurang dari 3 bulan)
bulan)
Surat utang Surat Utang Negara/Obligasi (kurang dari 3 bulan)
Negara/obligasi (kurang
dari 3 bulan)
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,
I B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pihak-pihak yang terkait dalarn sistem akuntansi kas dan setara
kas pada SKPDantara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
(PPK-SKPD),Bendahara Penerimaan SKPD,Bendahara Pengeluaran
SKPD dan Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA).

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD(PPK-SKPD)
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-SKPD
melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD,memiliki tugas sebagai
berikut:
1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara
kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian
objek)

3)membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerimaan SKPD memiliki tugas menyiapkan dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait
dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas
ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD
Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Pengeluaran SKPD memiliki tugas menyiapkan dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait
dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi Kas dan Setara
Kas ke PPK-SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA)
Dalam sistem akuntansi Kas dan Setara Kas, Pengguna
Anggaran memiliki tugas:
1)menandatangani laporan keuangan SKPDsebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKDpada PPKD(PPK-PPKD)

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab Pengguna
Anggaran.

2. Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD)
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kas dan setara
kas pada PPKDantara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
(PPK-PPKD),Bendahara Penerimaan PPKD,Bendahara Pengeluaran
PPKDdan PPKD.
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD(PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK-PPKD
melaksanakan fungsi akuntansi PPKD, memiliki tugas sebagai
berikut:
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1) mencatat transaksi/kejadian kas dan setara kas berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian kas dan setara
kas ke dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian
objek);

3)membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA),Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Penerirnaan PPKD memiliki tugas menyiapkan dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait
dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas
ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

c. Bendahara Pengeluaran PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, Bendahara
Pengeluaran PPKD memiliki tugas menyiapkan dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait
dengan proses pelaksanaan sistem akuntansi kas dan setara kas
ke fungsi akuntansi PPKD (PPK-PPKD).

d.PPKD

Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPKD memiliki
tugas:
1) menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKD (PPK-PPKD)

2) menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kas dan setara kas
pada SKPD maupun PPKD mengikuti dokumen terkait penerimaan
kas dan pengeluaran kas pada sistem akuntansi akun-akun
Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

Jurnal standar terkait kas dan setara kas pada SKPDmaupun PPKD
mengikuti transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas pada
sistern akuntansi akun-akun Pendapatan-LO, Beban, Aset,
Kewajiban, dan Ekuitas. Jika kas dan setara kas bertambah maka
akan dicatat disisi "debit" sedangkan jika kas dan setara kas
berkurang akan dicatat disisi "kredit",

Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas Saat Bertambah

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Kas dan Setara Kas XXX

XXX XXX XXX Pendapatan- XXX
LO / AsetLKewajiban/Ekuitas
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Jurnal Standar - Kas dan Setara Kas saat berkurang

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX Beban/ Aset/Kewaiiban!Ekuitas XXX
XXX Kas dan Setara Kas XXX
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BABVI
SISTEM AKUNTANSI PIUTANG

A. UMUM

1. Definisi

Piutang merupakan salah satu aset yang cukup penting bagi
pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi
kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya.
Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang
penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam
pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari
entitas lain termasuk wajib pajak Zbayar atas kegiatan yang
dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai
teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa
depan yang diakui pada saat ini.

Aset berupa piutang di Neraca harus terjaga agar nilainya sama
dengan nilai bersih yang dapat direalisasi (net realizable value).Alat
untuk menyesuaikan adalah dengan melakukan penyisihan
piutang tak tertagih.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang
kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan
datang dari seseorang darr/ atau korporasi dan/ atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif
tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai
perkembangan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang untuk
penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas
umur piutang, jeriisy karakteriatik piutang, dan diterapkan dengan
melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.
Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang
mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai
kualitas piutang.

2. Klasifikasi
Klasifikasi

Piutang Pajak Daerah
Piutang Retribusi
Piutang Hasil Perigelolaan Keka:r:aan Daerah :r:angDi)2isahkan
Piutang Lain-lain PAD vanz Sah
Piutang, Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Lainnva
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnva
Piutang Pendapatan Lainnva
Bagian Lancar Tagihan .Janzka Paniang
Bagian Lancar Tazihan Piniarnan .Janzka Paniang kepada Entitas Lainnva
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Bagian lancar Tuntutan Ganti Keruzian Daerah
Uang Muka

B. SISTEM AKUNTANSI PIUTANG DI SKPD

1. Pihak-pihak Terkait
Pihak pihak yang terkait dalam sistem akuntansi piutang antara
lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan
Bendahara Penerimaan SKPD.
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1
a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD(PPK-SKPD)

Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan
fungsi akuntansi SKPD,merniliki tugas sebagai berikut:
1)mencatat transaksi Zkejadian piutang berdasarkan bukti-bukti
transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRAdan Buku
Jurnal LOdan Neraca.

2) melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian
pendapatan LO dan pendapatan LRA kedalam Buku Besar
masing-masing rekening.

3) menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Neraca
dan Catatan atas Laporan keuangan.

b. Bendahara Penerimaan SKPD.
1)mencatat dan membukukan semua penerimaan ke dalam
buku kas penerimaan SKPD.

2) membuat SPJ atas pendapatan.

2. Dokumen yang digunakan
Uraian Dokumen

Piutang Retribusi SKR Daerab /Dokumen yang
dinersarnakan

3. Jurnal Standar
Pada saat Diterbitkan SKRDaerah oleh SKPDmaka jurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Piutang ...... XXX

XXX XXX XXX Pendapatan .... LO XXX

Jika Wajib Retribusi melakukan pembayaran makajurnal standar:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Kas di Bendahara Penerimaan XXX

XXX XXX XXX Piutanz .......... XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Perubahan SAL XXX

XXX XXX XXX Pendapatan ..... LRA XXX

Apabila Wajib Retribusi menyetor langsung ke kas .daer~h pada .Bank
yang ditunjuk, maka pada saat diterima Nota Kredit dan bank, jurnal
standar:

J al LOdan Neracaurn
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX RK PPKD XXX

XXX XXX XXX Peridapatan ..... LO XXX
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Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX Peru bahan SAL XXX
XXX Pendapatan ..... LRA XXX

Pada saat diterima Nota Kredit dari bank untuk pembayaran yang
bersumber dari piutang maka jurnal standar:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX XXX XXX RK PPKD XXX

)(X.,'( Piutang .......... LO XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX XXX XXX Peru bahan SAL XXX

XXX Pendapatan ..... LRA XXX
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BAB VII
SISTEM AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM
1. Definisi

Persediaari adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dany atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.

2. Klasifikasi

Suatu aset dapat diklasifikasikan sebagai persediaan manakala
aset tersebut memenuhi salah satu kriteria, yaitu:

a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam
rangka kegiatan operasional pemerintah. Termasuk dalam
kelompok ini adalah barang pakai habis seperti alat tulis kantor,
barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa,
dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;

b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam
proses produksi. Persediaan dalam kelompok ini meliputi bahan
yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku
pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain;

c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual
atau diserahkan kepada masyarakat. Contoh persediaan yang
termasuk dalam kelompok irn adalah alat-alat pertanian
setengah jadi;

d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Contohnya
adalah hewanztanaman.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013,
persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis Persediaan Alat Tulis Kantor
Persediaan Dokumen/ Administrasi
Tender
Persediaan Alat Listrik dan Elektronik
(lampu pijar, battery kering)
Persediaan Perangko, Materai dan
Benda Pos Lainnya
Persediaan Peralatan Kebersihan dan
Bahan Pembersih
Persediaan Bahan Bakar Minyak/ Gas
Persediaan lsi Tabung Pemadam
Kebakaran
Persediaan lsi Tabung Gas

Persediaan Bahan/ Material Persediaan Bahan Baku Bang_unan
Persediaan Baharr/Bibit Tanaman
Persediaan Bibit Ternak
Persediaan Bahan Obat-Obatan
Persediaan Bahan Kimia
Persediaan Bahan Makanan Pokok

Persediaan Barang Lainnya Persediaan Barang yang akan
Diberikan Kepada Pihak Ketiga
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B. PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara
lain adalah:

1. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara barangypengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen
dokumen atas pengelolaan persediaan.

2. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, bendahara pengeluaran
bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen
dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat .pelaksana teknis
kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban
pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan
keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi
persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan
keuangan SKPD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi
persediaan an tara lain adalah:

1. Bukti Belanj a Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan
jurnal pengakuan beban persediaan dan belanja persediaan dengan
cara pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan
jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara pembayaran
LS.

3. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan
jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah
dilakukannya stock opname.

4. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan
belanja persediaan dengan cara pembayaran LS.

D. JURNAL STAN DAR

Pencatatan Persediaan yang digunakan di Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur adalah Pencatatan Persediaan dengan Metode
Periodik.

Pembelian per sediaan dapat dilakukan dengan menggunakan UP
(Uang Persediaan) maupun LS (Langsung). Ketika SKPD melakukan
pembelian persediaan dengan menggunakan UP, bendahara
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pengeluaran SKPD akan menyerahkan bukti belanja persediaan
kepada PPK SKPD. Bukti transaksi ini akan menjadi dasar bagi PPK
SKPD untuk melakukan pengakuan persediaan. PPK SKPD akan
mencatat jurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX Persediaan ... XXX

XXX XXX Kas di
XXX Bendahara XXX

Pengeluaran

JurnalLRA
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening

xxx Belanja
XXXXXX XXX Persediaan ....

XXX Peru bahan SAL XXX

Jika SKPD melakukan pembelian persediaan dengan menggunakan
LS, pengakuan persediaan dilakukan berdasarkan Berita Acara Serah
Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi
dasar bagi PPK-SKPDuntuk menjurnal:

I ,

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Persediaan ... XXX
XXX XXX Utang Belanja

XXX Barang dan XXX
Jasa

Ketika SP2D LS untuk pembayaran persediaan telah terbit, PPK-SKPD
akan menghapus utang belanja dengan menjurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Utang Belanja XXXxxx XXX dan Jasa
XXX RK PPKD XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

xxx Belanja
XXXXXX XXX Persediaan ....

XXX Peru bahan SAL XXX

Pada akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran), sebelum
menyusun laporan keuangan, bagian gudang akan melakukan stock
opname untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan
berita acara hasil perhitungan persediaan akhir tahun (stock opname),
PPK-SKPDakan menjurnal sebagai berikut:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

Beban
XXX XXX XXX Persediaan XXX

........
XXX Persediaan XXX
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Jurnal standar dari setiap jenis transaksi terkait persediaan tersebut
secara ringkas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Jurnal Standar Persediaan dengan Sistem Pencatatan Periodik

Pembelian Tidak ada jurnaJ
1a Persediaan dengan

Uang UP/OU/TU

Tidak ada jurnal

Pembelian
Persediaan dengan Tidak ada jurnaluang LS (Utang)

Ib
PeJunasan

XXXUtang/Penerbitan
SP2D LS barang

Tidak ada jurnal

2 Pernakaian
Tidak ada jurnalPersediaan

3 Penyesuaian Akhir
Tidak ada jurnalTahun
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BAB VIII
SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

A. UMUM

1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh
manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat
sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah
daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi
merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah
Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memanfaatkan surplus
anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang
dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi
jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu
investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos
investasi antara lain:

a. Investasi J angka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki
karakteristik dapat segera diperjualbelikanj dicairkan dalam
waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek
biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana
pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul
kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko
rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara
Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika
investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari
3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang
pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.
Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:
1)Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak
berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik
kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi
jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara
berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik
kembali.
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Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai
berikut:

Investasi dalam Saham
Investasi dalam Deposito
Investasi dalam SUN

Investasi .Jangka Pendek Investasi dalam SBI
Investasi dalam SPN
Investasi .Jangka Pendek BLUD
Investasi .JangkaPendek Lainnya
Investasi kepada Badan Usaha MilikNegara
Investasi kepada Badan Usaha MilikDaerah
Investasi kepada Badan Usaha MilikSwasta

Investasi Jangka Panjang NonPermanen Investasi dalam Oblizasi
Investasi dalam ProyekPembangunan
Dana Bergulir
DepositoJangka Panjang
Investasi NonPermanen Lainnva
Penyertaan Modalkepada BUMN
Penvertaan Modalkepada BUMD

Investasi Jangka Panjang Permenen Penyertaan Modalkepada Badan Usaha Milik
Swasta
Investasi Permenen Lainnva

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi investasi antara lain
Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD(PPK-PPKD)dan PPKD.
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD(PPK-PPKD)
Dalam sistem akuntansi investasi, PPK-PPKDmelaksanakan fungsi
akuntansi PPKDyang memiliki tugas sebagai berikut:
a. Mencatat transaksi Zkejadian investasi berdasarkan bukti-bukti

transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.
b. Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke dalam

Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).
c. Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan
SAL (LPSAL),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus
Kas (LAK),Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2.PPKD
Dalam sistem akuntansi investasi, PPKDmemiliki tugas:
a. menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD

b. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PPKD.

C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Berikut disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi
Investasi pada PPKD:
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Uraian Dokumen
Investasi Jangka Pendek Investasi dalam Saham Sertifikat Saham/Nota Kredit

Investasi dalam Deposito Sertifikat D~osito_LNotaKredit
Investasi dalam SUN Sertifikat Obligasi/SUN/Nota

Kredit
Investasi dalam SBI Sertifikat SBI[Nota Kredit
Investasi dalam SPN Sertifikat SPN_LNotaKredit
Investasi Jangka Pendek -
Lainnva

Investasi Jangka Panjang Non Investasi kepada Badan Usaha SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jikaPermanen MilikN~ara berupa ase!l_LNotaKredit
Investasi kepada Badan Usaha SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika
MilikDaerah berupa ase!lLNotaKredit
Investasi kepada Badan Usaha SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika
MilikSwasta berupa ase!lL_NotaKredit
Investasi dalam Obligasi SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika

berupa ase!lL_NotaKredit
Investasi dalam Proyek SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika
Pembangunan berupa ase!lL_NotaKredit
Dana Bergulir SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika

berupa aset)/Nota Kredit
Deposito Jangka Panjang SP2D-LS(jika tunai)/Nota

Kredit
Investasi Non Permanen SP2D-LS(jika tunai) , BAST
Lainnya (iika bel"1!.2_aaset)

Investasi Jangka Panjang Penyertaan ModalKepada SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika
Permanen BUMN berupa aset)/Nota Kredit

Penyertaan ModalKepada SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika
BUMD bertlQ_aase!lL_NotaKredit
Penyertaan ModalKepada SP2D-LS(jika tunai)/BAST (jika
Badan Usaha MilikSwasta berupa aset)/Nota Kredit
Investasi Permanen Lainnya SP2D-LS(jika tunai),/BAST

(iika beru..J2.aase!l.LNotaKredit

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Perolehan Investasi

a. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)
Ketika pemerintah daerah rnelakukan pembentukan Zpembelian
investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi
akuntansi PPKDmencatat jurnal:

J urnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekenin

XXX XXX lnvestasi Jangka Pendek XXXXXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX

b. Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)
Perolehan investasi dicatat ketika penyertaan modal dalam
peraturan daerah direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKDberdasarkan SP2D-LS (jika tunai) yang
menjadi dasar pencairan pengeluaran pembiayaan untuk
investasi tersebut.

fungsi akuntansi PPKD mencatat perolehan investasi jangka
panjang dengan jurnal:

1)Investasi Jangka Panjang NonPermanen
.Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekenin

xxx Investasi Jangka Panjang Non XXXXXX XXX Permanen
XXX Kas di Kas Daerah XXX
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Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode UraianBukti Rekening Debit Kredit

XXX Pengeluaran Pembiayaan-Dana XXXXXX XXX Berzulir
XXX Perubahan SAL XXX

2) Investasi Jangka Panjang Permanen
Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekeninz

XXX Investasi Jangka Panjang XXXXXX XXX Permanen
XXX Kas di Kas Daerah XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
Pengeluaran Pernbiayaan-

XXX XXX XXX Penyertaan Modal /Investasi XXX
Pemda

XXX Perubahan SAL XXX

2. Hasil Investasi
a. Hasil Investasi J angka Pendek

Hasil investasi jangka pendek berupa pendapatan bunga.
Pendapatan bunga ini biasanya diperoleh bersamaan dengan
pelepasan investasi jangka pendek tersebut, sehingga
pembahasannya akan digabungkan ke sub bagian pelepasan
investasi.

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Pendapatan Bunga ... LOXXX XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Peru bahan SAL XXX
XXX Pendapatan Bunga ... LRA XXX

b. Hasil Investasi Jangka Panjang
1)MetodeBiaya
Dalam metode biaya, keuntungan/kerugian perusahaan tidak
mempengaruhi investasi yang dimiliki pemerintah daerah.
Pemerintah daerah hanya menerima dividen yang dibagikan
oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian
dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKDdapat
mengetahui jumlah dividen yang akan diterima pada periode
berjalan. Selanjutnya fungsi akuntansi PPKDmenjurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
Piutang Hasil Pengelolaan

XX_)( Kekayaan daerah yang XXX

XXX XXX h----
Dipisahkan

Pendapatan Hasil
XXX Pengelolaan Kekayaan XXX

Daerah yang dipisahkan-LO
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Pada saat perusahaan investee membagikan dividen tunai
kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKDmencatat
jurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Piutang Hasil Pengelolaan
XXX Kekayaan Daerah yang XXX

Dipisahkan

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

Pendapatan Hasil
XXX XXX XXX Pengelolaan Kekayaan XXXdaerah yang Dipisahkan-

LRA

2) Metode Ekuitas
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat
pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui
jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam
metode ekuitas, keuntungan yang diperoleh perusahaan akan
mempengaruhi jumlah investasi yang dimiliki pemerintah
daerah. Pada saat perusahaan mengumumkan laba, fungsi
akuntansi PPKD mencatat kejadian tersebut dengan
melakukan penjurnalan sebagai berikut:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Investasi Jangka Panjang ........ XXX

Pendapatan Hasil
XXX XXX Pengelolaan Kekayaan XXXXXX Daerah yang Dipisahkan-

LO

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi
PPKD akan mencatat penerimaan dividen (tunai) tersebut
dengan jurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX Investasi .Jangka Paniang XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Peru bahan SAL XXX

Pendapatan Hasil
XXX XXX XXX Pengelolaan Kekayaan XXX

daerah yang Dipisahkan-
LRA

3) MetodeNilaiBersih yang Dapat Direalisasikan
Ketika pendapatan bunga dari investasi jangka panjang non
permanen (misalnya pendapatan bunga dari dana bergulir)
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telah diterima, Fungsi Akuntansi PPKDmencatat penerimaan
bunga dengan jurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode UraianBukti Rekeninz Debit Kredit

XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX Pendapatan Bunga DanaXXX Bergulir - LO XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian DebitBukti Rekeninz Kredit

XXX Peru bahan SAL XXX
XXX XXX XXX Pendapatan Bunga Dana

Bergulir - LRA
XXX

c. Pelepasan Investasi
1)Pelepasan InvestasiJangka Pendek
Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka pendek,
berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD, Fungsi
Akuntansi PPKDmelakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX XXX Pendapatan .". -LO XXX
XXX Investasi .Janzka Pendek XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz

XXX XXX XXX Peru bahan SAL XXX
XXX Pendapatan - LRA XXX

2) Pelepasan Investasi Jangka Panjang
Ketika dilakukan pelepasan investasi jangka panjang misalnya
saham, berdasarkan dokumen transaksi yang dimiliki PPKD,
fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan
menjurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX XXX Investasi .Jangka Panjang XXX

XXX
Surplus Pelepasan Investasi XXX
Jangka Panjang - LO

Jurnal LRA
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX Perubahan SAL XXX

XXX XXX
Penerimaan Pembiayaan -

XXX Hasil Penjualan Kekayaan XX--X
Daerah yang Dipisahkan

Berikut akan disajikan jurnal standar untuk mencatat
transaksi-transaksi terkait investasi pemerintah daerah:

52



No Transaksi Pencatatan oleh PPKD
Uraian Debit Kredit

1 Perolehan Investasl
Investasi .Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek ... XXX

Kas di Kas Daerah XXX
Investasi Jangka Panianz Investasi Jangka Panjang ... XXX

Kas di Kas Daerah XXX

Pengeluaran Pembiayaan - Penyertaan
XXXModal/lnvestasi Pemda

Perubahan SAL XXX
2 Hasll Investasi

Investasi Jangka Pendek Kas di Kas Daerah XXX
Pendapatan ... - LO XXX

Perubahan SAL XXX
Pendapatan ... - LRA XXX

Investasi .Jangka Panianz
MetodeBiaua
Saat pengumuman hasil Piutang Lainnya
lnvestasiy pengumurnan XXX
laba

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang XXX
Dipisahkan - LO

Saat hasil investasi Kits di Kas Daerah XXXditerima
Piutang Lainnva XXX

Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang XXX
Dipisahkan - LRA

MetodeEkuitas
Saat pengumuman hasil Investasi Jangka Panjang ....
mvestasi/pengumuman xxx
laba

Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang XXX
Dipisahkan - LO

Saat dividen diterima Kas di Kas Daerah XXX
Investasi Jangka Paniana .... XXX

Perubahan SAL XXX
Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang XXX
Dipisahkan - LRA

MetodeNilai Bersih yang Kas di Kas Daerah XXXDapat Direalisasikan
Pendapatan .... - LO XXX

Perubahan SAL XXX
Pendapatan ..... - LRA XXX

3 Pele pasan Investasl
Investasi .Janaka Pendek Kas di Kas Daerah XXX

Pendapatan ... - LO XXX
Investasi .Jangka Pendek XXX

Perubahan SAL XXX
Pendapatan ... - LRA XXX

Investasi Jangka Panjang
Surplus Kas di Kas Daerah XXX

Surplus Pelepasan Investasi XXXJ angka Panj ang - LO
Investasi .Jangka Paniang ... XXX

Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan - Hasil
Penjualan Kekakayaan Daerah XXX
yang Dipisahkan

Defisit Kas di Kas Daerah XXX
Delisit Pelepasan Investasi Jangka XXXPanjang- LO

Investasi Jangka Panjang XXX

Perubahan SAL XXX
Penerimaan Pembiayaan - Hasil
Penjualan Kekakayaan Daerah XXX
yang Dipisahkan

i
j
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BABIX
SISTEM AKUNTANSI ASET TETAP

A. UMUM
1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa kriteria yang harus
dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu (1)
berwujud, (2) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, (3)
biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, (4) tidak
dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan (5)
diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau
fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap
adalah sebagai berikut:
a.Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan
bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya
yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan,
dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan
yang dimiliki dari/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah; dan
dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalarn kelompok aset tetap di atas, yang
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan
keuangan belum selesai seluruhnya.
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B. PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset tetap antara
lain adalah:

1. Penyimpan Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi aset tetap, penyimpan barang/pengurus
barang bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen
dokumen atas pengelolaan aset tetap.

2. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi aset tetap, bendahara pengeluaran
bertugas untuk menyiapkan dan menyampaikan dokurnen
dokumen atas transaksi tunai yang berkaitan dengan aset tetap.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat pelaksana teknis
kegiatan bertugas untuk menyiapkan dokumen atas beban
pengeluaran pelaksanaan pengadaan aset tetap.

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan

Dalam sistem akuntansi aset tetap, pejabat penatausahaan
keuangan SKPDbertugas untuk melakukan proses akuntansi aset
tetap yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan
SKPD.

c. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokurnen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi aset
tetap antara lain adalah:
1. Bukti Belanje./Pembayaran AktivaTetap
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan
jurnal pengakuan aktiva tetap dan belanja modal dengan cara
pembayaran UP.

2. Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan
jurnal atas pengakuan aktiva tetap dengan cara pembayaran L8.

3. SP2D LS
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan
belanja modal dengan cara pembayaran L8/GU.

4. Surat Permohonan Kepala SKPDtentang Penghapusan Aset Tetap
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan
reklasifikasi aset tetap menjadi aset lainnya.

5. Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Aset
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan
penghapusan aset tetap.

6. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan
Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan aset
tetap konstruksi dalam pekerjaan.
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D. JURNAL STAN DAR

Dalam transaksi pembelian aset tetap yang menggunakan mekanisme
LS, aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang dari
pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan bukti transaksi
berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah
Terima, PPK-SKPD membuat bukti memorial aset tetap yang
kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan
dokumen-dokumen tersebut, PPK-SKPD akan mengakui adanya
penambahan aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX Aset Tetap .... XXX
XXX Utang Belania Modal ... XXX

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran
perolehan aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan
SP2D-LStersebut PPK-SKPDakan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX Utang Belanja Modal ........ XXX
XXX RK PPKD XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Belanja Modal ....... XXXXXX XXX XXX Peru bahan SAL XXX

Apabila pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme
UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan bukti pembayaran
(bukti belanjanya). Berdasarkan bukti tersebut, PPK-SKPD akan
menjurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Aset Tetap ........ XXX

XXX XXX XXX Kas di Bendahara Penzeluaran XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX Belanja Modal ....... XXXXXX XXX XXX Peru bahan SAL XXX

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka
digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk aset tetap yang
dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya
langsung un tuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung
termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga
listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
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E. PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan
akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
1. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang
dapat berupa:
a) bertambah ekonomis / efisien, darr/ atau
b) bertambah umur ekonomis, darr/ atau
c) bertambah volume, dari/ atau
d) bertambah kapasitas produksi.

2. Nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut
harus sarna dengan atau melebihi nilai satuan rmmmurn
kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah
penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan,
reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan minimum
kapitalisasi ini harus dituangkan di dalam kebijakan akuntansi di
masing-masing entitas pelaporan.
Sebagai contoh, SKPD ABC melakukan renovasi aset tetapnya
sehingga masa manfaat aset tetap tersebut bertambah, misalnya
umur ekonomis bertambah dari 10 tahun menjadi 15 tahun. Biaya
renovasi telah melebihi satuan rrnmmurn kapitalisasi. Atas
transaksi ini, PPK-SKPDmenjurnal kapitalisasi sebagai berikut:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX XXX
XXX Aset Tetap ........ XXX

XXX Kas di Bendahara Pengeluaran XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Belanja Modal ....... XXX
XXX Peru bahan SAL XXX

F. PELEPASAN ASET TETAP
Pelepasan aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan aset
tetap yang dapat diikuti dengan proses pemindahtanganan, seperti
penjualan, maupun pemusnahan aset tetap.
Untuk penghapusan aset tetap dengan pemusnahan, PPKSKPDakan
membuat bukti memorial yang dibuat berdasarkan SKKepala Daerah
tentang penghapusan aset tetap. Setelah bukti memorial tersebut
diotorisasi oleh pengguna anggaran, PPK SKPD kemudian membuat
jurnal:
Jurnal LOatau Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX Akumulasi Penyusutan ...... XXX

XXX XXX XXX Aset Lainnya XXX
XXX Aset tetap ........ XXX

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX
Defisit Penghapusan Aset Non XXX

XXX XXX Lancar
XXX Aset Lainnva XXX
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Sedangkan untuk penghapusan aset tetap yang diikuti dengan proses
penjualan, SKPD harus menyerahkan aset tetap tersebut kepada
PPKD, sebab kewenangan untuk menjual aset tetap ada di PPKD.
Namun demikian, PPK SKPD tetap mencatat penghapusan aset tetap
tersebut. Jurnal penghapusan aset tetap untuk aset yang akan
diserahkan ke PPKD untuk kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO atau Neraca
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX Akumulasi Penyusutan ...... XXX

XXX XXX XXX Aset Lainnva XXX
XXX Aset tetap ........ XXX

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX XXX RK PPKD XXX
XXX Aset Lainnva XXX

Setelah menenma pelimpahan aset dari SKPD, Fungsi Akuntansi
PPKDmenjurnal:

Tanggal Nomor Kode
Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Aset Lain nva XXXXXX XXX XXX RK PPKD XXX

Pada saat aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan bukti
transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKDmenjurnal:

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX XXX Aset Lainnva XXX
XXX Surplus Penjualan Aset Non XXXLancar

Jurnal LRA -
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Peru bahan SAL XXX
XXX XXX

XXX Hasil Penjualan Aset Daerah
XXXyang tidak Dipisahkan

Atau

Jurnal LOatau Neraca
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX XXX Defisit peniualan Aset Non Lancar XXX
XXX Aset Lainnva XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode

Uraian Debit KreditBukti Rekening
XXX Perubahan SAL XXX

XXX XXX XXX Hasil Penjualan Aset Daerah XXXyang tidak Dipisahkan
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G.ILUSTRASI

1. Ilustrasi Pengakuan

Pengakuan aset tetap ditandai dengan telah diterimanya atau
diserahkannya hak kepernilikan atas aset tetap dan atau pada saat
penguasaannya berpindah. Ketika pengakuan aset tetap itu terjadi,
maka fungsi akuntansi membuat jurnal pengakuan aset tetap
dengan mencatat aset tetap di sisi debit dan kasy utang atau
rekening terkait di sisi kredit berdasarkan dokumen sumber yang
relevan.

2. Ilustrasi Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan
merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih
wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang
masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat
perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan. Apabila terdapat potongan harga
(diskon)dan rabat, maka harus dikurangkan dari harga pembelian.

3. Ilustrasi Pengeluaran Setelah Perolehan
Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang
memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar
memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam
bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang
bersangkutan. Istilah yang lebih populer untuk menyebut
penambahan nilai aset tersebut adalah kapitalisasi.
Penerapan kapitalisasi ditetapkan dalam kebijakan akuntansi
suatu entitas berupa kriteria darr/ atau suatu batasan jumlah biaya
(capitalization thresholds) tertentu untuk dapat digunakan dalam
penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau
tidak.

4. Ilustrasi Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap
Menurut PSAPNomor 7, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca
ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan
penggunaannya dan tidak ada lagi manfaat ekonomi masa yang
akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau
dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, dipindahkan ke pos
aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya karena sudah tidak
memenuhi kriteria aset tetap.
Penghentian suatu aset tetap secara permanen umumnya
dilakukan karena:
a. rusak berat, terkena bencana alarrr/force majeure;
b. tidak dapat digunakan secara optimal (idle);
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c. terkena planologi kota;

d. kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;

e. penyatuan lokasi dalam rangka efisiensi dan memudahkan
koordinasi;

f. pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis
Hankam;

g. pertimbangan teknis;
h. pertimbangan ekonomis.

Pencatatan transaksi penghentian dan pelepasan aset tetap
dilakukan ketika telah terbit Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang Penghapusan Barang MilikDaerah. Fungsi Akuntansi akan
mencatat "aset tetap (sesuai jenisnya)" yang dihentikan atau
dilepaskan di kredit sesuai nilai historisnya, "Akumulasi
Penyusutan" di sisi debit, serta Defisit Penjualarr/Pelepasan Aset
Non Lancar di debit.

5. Ilustrasi Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)adalah aset tetap yang sedang
dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan
mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses
perolehannya danj atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat penyusunan
laporan keuangan.
Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam
Pengerjaan jika:
a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan

datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang
bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:
a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
b. Dapat memberikan manfaat /jasa sesuai dengan tujuan

Perolehan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.
Apabila KDP dikerjakan secara swakelola,maka nilainya adalah:
a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya

dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan

konstruksi yang bersangkutan.
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Nilai konstruksi yang di.kerjakan oleh kontraktor melalui kontrak
konstruksi meliputi:

a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan
dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor
berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum
dibayar pada tanggal pelaporan;

c. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga
sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang
timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya
konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan
ditetapkan secara andal.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi
jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar
pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset
yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman
periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing
konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total
pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara
tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya
pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara
pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
a. rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat

penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b. nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
c. jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus

dibayar;
d. uang muka kerja yang diberikan;
e. retensi.

6. Ilustrasi Penyajian dan Pengungkapan di Laporan Keuangan
a. Ilustrasi Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari Aset. Berikut ini adalah
contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.
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PEMERINTAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR
NERACA

NERACAASET TETAP
(Dalam Rupiah)

Uraian 20X1 20XO

ASET
ASET LANCAR

Kas di Kas Daerah XXX XXX
Kas di Beridahara Pengeluaran XXX XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX XXX
Investasi Jangka Pendek XXX XXX
Piutang Pajak XXX XXX
Piutang Retribusi XXX XXX
Penyisihan Piutang XXX XXX
Belanja Dibayar Dimuka XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat XXX XXX
Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya XXX XXX
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran XXX XXX
Bagian lancer Tuntutan Ganti Rugi XXX XXX
Piutang Lainnya XXX XXX
Persediaan XXX XXX

Jumlah Aset Lancar XXX XXX

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Nonpermanen

Pinjaman Jangka Panjang XXX XXX
Investasi dalam Surat Utang Negara XXX XXX
Investasi dalam Proyek Pembangunan XXX XXX
Investasi Nonpermanen Lainnya XXX XXX

Jumlah Investasi Nonpermanen XXX XXX

Investasi Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah XXX XXX

Investasi Permanen Lainnya XXX XXX
Jumlah Investasi Permanen XXX XXX
Jumlah Investasi Jangka Panjang XXX XXX

ASET TETAP
Tanah

XXX XXX

Peralatan dan Mesin
XXX XXX

Gedung dan Bangunan
XXX XXX

Jalan, Irigasi dan Jaringan
XXX XXX

Aset Tetap Lainnya
XXX XXX

Konstruksi dalam Pengerjaan XXX XXX

Akumulasi Penyusutan
XXX XXX

Jumlah Aset Tetap XXX XXX

DANACADANGAN
Dana Cadangan

XXX XXX

Jumlah Dana Cadangan
XXX XXX

ASET LAINNYA
Tagihan Penjualan Angsuran

XXX XXX

Tuntutan Ganti Rugi
XXX XXX

Kemitraan dengan Pihak Ketiga
XXX XXX

Aset Tak Berwujud
XXX XXX

Aset Lain-lain
XXX XXX

Jumlah Aset lainnya
XXX XXX

JUMLAH ASET XXX XXX

b. Ilustrasi Pengungkapan
Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing
jenis aset tetap sebagai berikut:
1)dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai
tercatat (carrying amount);

2) rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang
menunjukkan penambahan, pelepasan atau mutasi aset tetap;

3) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
4) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;
5)jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;

6) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
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Terkait dengan kontruksi dalam pengerjaan, laporan keuangan
harus mengungkapkan hal-hal berikut:

1) rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat
penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;

2) nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaanya;

3) jumlah biaya yang telah dikeluarkan;

4) uang muka kerja yang diberikan;

5) retensi.

63



BABX
SISTEM AKUNTANSI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN

AMORTASI ASET TIDAK BERWUJUD

A. UMUM

1. Definisi

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan
suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan. Penyusutan merupakan
penyesuaian nilai yang terus menerus sehubungan dengan
penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas,
kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena aset
digunakan dalam operasional suatu entitas. Penyusutan dilakukan
dengan mengalokasikan biaya perolehan suatu aset menjadi beban
penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa
penyusutan, nilai aset tetap dalam neraca akan lebih saji
(overstated). Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 5 tentang
Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan
untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang
diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
Tidak semua aset tetap perlu disusutkan karena tidak semua jenis
aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa jenis aset tetap
justru dapat meningkat nilainya seiring waktu. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan
konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua jenis aset tetap yang
tidak disusutkan.

B. PIHAK -PIHAK YANG TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi penyusutan dan
amortisasi aset tetap / aset tidak berwujud antara lain adalah:
1. Peyimpan Barang atau Pengurus Barang SKPD
Dalam sistem akuntansi penyusutan dan amortisasi, penyimpan
barang/ pengurus barang bertugas untuk menyiapkan dan
menyampaikan dokumen-dokumen atas penyusutan dan
amortisasi aset tetap / aset tidak berwujud.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
Dalam sistern akuntansi penyusutan dan amortisasi, pejabat
penatausahaan keuangan SKPDbertugas untuk melakukan proses
akuntansi penyusutan yang dimulai dari jurnal hingga
penyajiannya laporan keuangan SKPD.

c. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi
penyusutan adalah:
Bukti Memorial

Dokumen 1111 merupakan dokumen sumber untuk melakukan
penyusutan dan amortisasi aset tetapy aset tidak berwujud.
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D. JURNAL STANDAR

Beban penyusutan dan amortisasi dijurnal setiap akhir periode
(bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan
akan dijurnal sebagai berikut:

Tanggal Nomor Kode
Uraian DebitBukti R.ekening Kredit

XXX Beban Penvusutan dan Amortisasi .. XXXXXX XXX XXX Akumulasi
PenYLlsutan! Amortisasi XXX

Beban penyusutany beban amortisasi merupakan alokasi
penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional
entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan/beban
amortisasi merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus
ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan
akumulasi penyusutan dan amortisasi akan dilaporkan dalam
neraca. Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan akun
nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir
tahun.

Akumulasi penyusutan dan amortisasi merupakan total dari
penyusutan suatu aset tetapy aset tidak berwujud yang telah
dibebankan. Akumulasi penyusutan dan amortisasi menjadi
pengurang aset tetap / aset tidak berwujud dalam neraca dimana
harga perolehan aset tetap / aset tidak berwujud yang telah dikurangi
dengan akumulasi penyusutannya dan amortisasinya menjadi nilai
buku (book value) aset tetap/aset tidak berwujudnya tersebut.

E. ILUSTRASI

1. Ilustrasi MetodePenyusutan
Terdapat 3 (tiga) jenis metode penyusutan yang dapat
dipergunakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010, yaitu Garis Lurus (Straight Line Method), Saldo Menurun
Ganda (Double Declining Balance Method), Unit Produksi (Unit of
Production Method).

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten
Tanjung Jabung Timur adalah :
Metode Garis Lurus (Straight Line Method)

Metode garis lurus merupakan metode yang paling umum
digunakan dalam penyusutan. Metode garis lurus menghitung
penurunan nilai aset dengan rumus:

Harga perolehan / Penilaian
Beban penyusutan =

Estimasi masa manfaat

F. ILUSTRASI AMORTISASI

Amortisasi adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
tidak berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset
yang bersangkutan. Nilai amortisasi untuk masing-rnasing periode
diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap tidak berwujud
dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional.

65



BABXI
AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk
menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang
tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan
dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana
cadangan mi harus didasarkan perencanaan yang matang,
sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan
dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang
didalamnya mencakup penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana
cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber
dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi
Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan
dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan
pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan Dana Cadangan Pernbangunan Jembatan
Dana Cadangan Pembangunan Gedung
Dana Cadangan Pembangunan Waduk
Dana Cadangan Penvelenzzaraan Pilkada
Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
dst ....

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dana cadangan
antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)dan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
1. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD(PPK-PPKD)
Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPK-PPKDmemiliki tugas
sebagai berikut:
a. mencatat transaksi Zkejadian dana cadangan berdasarkan bukti

bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum
b. memposting jurrial-jurnal transaksi/kejadian Dana Cadangan ke

dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek)
c. membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Laporan Perubahan
SAL(LPSAL),Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),Laporan Arus
Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

2. PPKD
Dalam sistem akuntansi dana cadangan, PPKDmemiliki tugas:
a. menandatangani laporan keuangan PPKDsebelum diserahkan

dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akuntansi PPKD

b. menandatangani surat pernyataan tanggungjawab PPKD
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C. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

Dokurnen yang digunakan dalarn sistern akuntansi dana cadangan
antara lainnya:

1. Peraturan Daerah tentang dana cadangan;

2. SP2D-LS sebagai dokurnen pencairan ztransfer pernindahan dari
rekening kas urnurn daerah ke rekening dana cadangan;

3. Dokurnen perintah pencairan dari dana cadangan ke rekening kas
urnurn daerah;

4. Nota kredit, dokurnen hasil pengelolaan dana cadangan;

5. Dokurnen lainnya.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Pernbentukan Dana Cadangan

Pernbentukan dana ca.dangan diakui ketika PPKD telah
menerbitkan SP2D-LS terkait pernbentukan dana cadangan.
Jurnal Standar - Pernbentukan Dana Cadangan

Jurnal LO atau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekenin

XXX XXX
XXX Dana Cadarigan - Pilkada XXX
XXX Kas di Kas Daerah XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekenin
Pengeluaran Pembiayaan

XXX XXX
XXX Pembentukan Dana Cactangan XXX

Pilkada
XXX Peru bahan SAL XXX

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerirnaan hasil atas pengelolaan dana cadangan rnisalnya berupa
jasa giro zburiga diperlakukan sebagai penarnbah dana cadangan
at au dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut
dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalarn pos Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah-Jasa GirozBunga Dana Cadangan. Rekenmg
dana cadangan dan penernpatan dalarn portofolio dicanturnkan
dalarn daftar dana cadangan pada larnpiran rancangan peraturan
daerah tentang APBD.

Jurnal Standar - Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Jurnal LO atau Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekenin
XXX Dana Cadangan XXX

XXX XXX Lain-lain PAD yang Sah-Jasa
XXX Giro Bun a Dana Cadan an-LO

XXX

Jurnal LRA

XXX

Kode
Rekenin

Nomor
Bukti

Uraian DebitTanggal
XXX~_XXX~~~.~P~e~n~lb=ahanSAL

Lain-lain PAD yang Sah-Jasa
Girc /Bunga Dana Cadangan-
LRA

XXXXXX

Credit

XXX
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3. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran untuk
kegiatan yang dituju maka BUD akan membuat surat perintah
pemindahan buku dari Rekening Dana Cadangan ke rekening Kas
Umum Daerah untuk pencairan Dana Cadangan.

Jurnal Standar - Pencairan Dana Cadangan

Jurnal LO atau Neraca
Tanggal Nornor Kade Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX XXX Kas di Kas Daerah XXXXXX
Dana CadanganXXX XXX

Jurnal LRA
TanggaJ Nornor Kade Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Perubahan SAL XXX
XXX XXX XXX Penerimaan Pernbiayaan- XXXPencairan Dana Cadanzan
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BAB XII
SISTEM AKUNTANSI ASET LAINNYA

A. UMUM

1. Definisi

Aset lainnya merupakan aset Pernerintah Kabupaten Tanjung
Jabung Timur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset
lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup
penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan
manfaat ekonomi dan jasa potensial (potential service) di masa
depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki
tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan
mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga
keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu
keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya
sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik
dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi
Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai
berikut:
TagihanJangkaPa~ang Tagihan Penjue.lan Angsuran

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Sewa

Kerjasama Pemanfaatan
Bangun Guna Serah
Bangun Serah Guna

Aset Tidak Berwujud Goodwill
I Lisensi dan Frenchise
Hak Cipta
Paten
Aset Tidak Berwujud Lainnya

Aset Lain-lain Aset Lain-lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset
yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya
menjadi kewenangan SKPD.
Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKDmeliputi:
a. Tagihan jangka panjang;
b. Kemitraan dengan pihak ketiga; dan
c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPDmeliputi:
a. Aset tak berwujud; dan
b. Aset lain-lain.

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT

1. Pihak-Pihak Terkait PPKD
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Aset Lainnya
pada PPKD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD
(PPK-PPKD)dan Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD).
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a. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-PPKD melaksanakan
fungsi akuntansi pada PPKD yang memiliki tugas sebagai
berikut:

1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian aset lainnya ke
dalam Buku Besar masing-rnasing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan
Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

b. PPKD
Dalam sistem akuntansi Aset lainnya, PPKD mempunyai tugas
menandatangani laporan keuangan PPKD sebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
fungsi akun tansi PPKD.

2. Pihak-Pihak Terkait Pada SKPD

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi aset lainnya pada
SKPD antara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK
SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran
SKPD dan Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran
(PA/KPA).
a. FPK-SKPD

Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PPK-SKPDmelaksanakan
fungsi akuntansi SKPD,memiliki tugas sebagai berikut:
1) Mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti
bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum.

2) Memposting jurnal-jurnal transaksi Zkejadian aset lainnya ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek).

3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Penerimaan SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Penerimaan
SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan
sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

c. Bendahara Pengeluaran SKPD
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, Bendahara Pengeluaran
SKPDmemiliki tugas menyiapkan dan menyampaikan dokumen
dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanaan
sistem akuntansi aset lainnya ke PPK-SKPD.

d. PA/KPA
Dalam sistem akuntansi aset lainnya, PA/KPAmemiliki tugas:
1)Menandatangani laporan keuangan SKPDsebelum diserahkan
dalam proses penggabungan/konsolidasi yang dilakukan oleh
Fungsi Akuntansi PPKDpacta PPKD(PPK-PPKD).
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2) Menandatangani surat pernyataan tanggung jawab PA/KPA.

c. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN

1. Dokumen pada PPKD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi aset
lainnya pada PPKD:

Uraian Dokumen
Tagihan Jangka Tagihan Penjualan Angsuran ; Kontrak / Perj anj ian
Panjang a. Penjualan Kendaraan Penjualan secara

Perorangan Dinas Kepada Angsurarr/Berita Acara
Kepala Daerah Penjualan

b. Penjualan Rumah
Golongan IJl

Kemitraan dengan Sewa Kontrak / Perjanj ian -sewa
Pihak Ketiga

Kerjasama Pemanfaatan Kontrak / Perjanjian
Kerjasama-Pemanfaatan

Bangun Guna Serah (BOT) Kontrak/ Perjanjian
Kerjasama-BOT

Bangun Serah Guna (BTO) Kontrak / Perjanjian
Keriasama -BTO

Aset lain-lain Restricted Cash Per-KDH/SP2D

2. Dokumen Pada SKPD

Berikut disajikan dokumen terkait dengan sistem akuntansi Aset
lainnya pada SKPD:

Uraian Dokumen
Aset Tidak Lisensi dan Frenchise Surar/Ijin dari pemegang
Berwujud Haki

Hak Cipta Haki
Paten Haki
Aset Tidak Berwujud Lainnya Dokumen menyesuaikan

Aset lain-lain Barang Rusak dalam Proses Surat Usulan penghapusan
Penghapusan

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI

1. Jurnal Standar dan Ilustrasi pada PPKD
a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran
dan tuntutan ganti kerugian daerah.
1)Tagihan Penjualan Angsuran
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang
dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara
angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah
penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah
dan penjualan rumah golongan IIIkepada pegawai.
Barang milik daerah yang dipindahtangankan/ dijual adalah
aset tetap yang dikuasai oleh SKPD.Sebelum proses dipindah
tangankarr/ dijual, SKPD "menghapus" dari pembukuannya
dengan mekanisme SKPD akan menyerahkan aset tersebut
kepada PPKD.PPKDmenerima pelimpahan aset yang hendak
dijual ini dengan mencatatnya sebagai aset tetap zbarang milik
daerah yang akan dijual.
Selanjutnya, ketika PPKDmelakukan penjualan aset ini secara
angsuran, maka fungsi akuntansi PPKDakan membuat jurnal
pengakuan tagihan penjualan angsuran berdasarkan
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dokumen transaksi terkait penjualan dengan angsuran.
Jurnal ini mencatat "Tagihan Penjualan Angsuran" di debit
dan "Surplus Penjualan Aset Non Lancar" serta "Aset Tetap" di
kredit (asumsi harga jual lebih besar daripada nilai buku
barang yang dijual). Besaran tagihan penjualan angsuran yang
dicatat adalah sesuai yang ditetapkan dalam
naskah/ dokumen perjanjian penjualan.

Jurnal Standar - Tagihan Penjualan Angsuran

Jurnal LO atau Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekeninz

XXX Tagihan Angsuran Penjualan XXX. Akumulasi PenyusutanXXX Gedung dan Banzunan XXX

XXX XXX Surplus Penjualan Aset
XXX Gedung dan Bangunan- XXX

LO

XXX Aset Tetap-Gedung dan XXXBangunan

Jika penguasaan aset tetap yang dijual berada dibawah
penguasaan SKPDmaka sebelum dilakukan jurnal tersebut
diatas harus dilakukan pencatatan atas pengembalian
penguasaan aset tetap dari SKPDke PPKD.Fungsi akuntansi
PPKD dan PPK-SKPDmelakukan jurnal atas pengembalian
penguasaan aset tetap tersebut sebagai berikut:
Jurnal Standar - Penyerahan/Pengembalian Aset Tetap dari
SKPDke PPKD
Fungsi Akuntansi PPKD- .Jurnal LOdan Neraca:

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekeninz

XXX Aset Tetap-Gedung dan XXX
Bangunan

XXX XXX XXX RK PPKD XXX

XXX Akumulasi Penyusutan XXX
Gedung dan Bangunan

PPK-SKPD- Jurnal LOdan Neraca:
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
XXX RK PPKD XXX

XXX Akumulasi Penyusutan XXX
XXX XXX Gedung dan Bangunan

XXX
Aset Tetap - Gedung dan XXX
Bangunan

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang
maka setiap akhir tahun Fungsi Akuntansi PPKD akan
melakukan reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan
jatuh tempo dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti
memorial, fungsi akuntansi PPKD akan melakukan
reklasifikasi dengan jurnal:

72



Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke
Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian DebitBukti Rekening Kredit

Bagian Lancar Tagihan
XXX Penjualan Angsuran-Rumah XXX

XXX XXX Dinas

XXX Tagihan Angsuran XXXPenjualan

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian DebitBukti Rekening Kredit

XXX Kas di Kas Daerah XXX
XXX XXX Bagian Lancar Tagihan

XXX Angsuran Penjualan- XXX
Rumah Dinas

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit KreditBukti Rekening

XXX Peru bahan SAL XXX
Pendapatan-

XXX XXX Angsuran / CicilanXXX Penjualan Rumah Dinas- XXX

LRA

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian
adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan
uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang
atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
Pembebanan darr/ atau dokumen yang dipersamakan
diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi
PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan
kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat
"Tuntutan Ganti Kerugian Daerah" di debit dan "Pendapatan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO"di kredit.

Jurnal Standar - Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
Tuntutan Ganti Kerugian

XXX Daerah terhadap Pegawai XXX
Bukan Bendahara

XXX XXX Pendapatan Tuntutan

XXX Ganti Kerugian Daerah XXX
terhadap Pegawai Bukan
Bendahara -LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar,
atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui
piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan,
fungsi akuntansi PPKDakan melakukan reklasifikasi di setiap
akhir tahun dengan jurnal:
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Jurnal Standar - Reklasifikasi Tagihan Angsuran Penjualan ke
Bagian Lancar Angsuran

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode
Bukti Rekeninz Uraian Debit Kredit

Bagian Lancar Tagihan
XXX Penjualan Angsuran -Rumah XXX

XXX XXX Dinas

XXX Tagihan Angsuran XXXPeniualan

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor K<)de

Bukti Rekening Uraian Debit Kredit

XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Bagian Lancar Tagihan
XXX Angsuran Penjualan- XXX

Rumah Dinas

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kodc UraianBukti Rekening Debit Kredit

XXX Peru bahan SAL XXX
Pendapatan-

XXX XXX Angsuran / CicilanXXX Penjualan Rumah Dinas- XXX

LRA

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
Menurut UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian
adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan
uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang
atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum
baik sengaja maupun lalai.
Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) ini diakui ketika putusan
Pembebanan darr/ atau dokumen yang dipersamakan
diterbitkan. Berdasarkan dokumen tersebut, fungsi akuntansi
PPKD akan membuat jurnal pengakuan tagihan tuntutan
kerugian daerah. Fungsi Akuntansi PPKD akan mencatat
"Tuntutan Ganti Kerugian Daerah" di debit dan "Pendapatan
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah-LO"di kredit.

Jurnal Standar - Pengakuan Tuntutan Ganti Kerugian

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Ura ian Debit 1Kreclit

Bukti Rekening
Tuntutan Ganti Kerugian

XXX Daerah terhadap Pegawai XXX
I Bukan Bendahara

XXX XXX Pendapatan Tuntutan

XXX
Ganti Kerugian Daerah XXX
terhadap Pegawai Bukan
Bendahara-LO

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan aset nonlancar,
atau piutang yang sifatnya jangka panjang. Untuk mengakui
piutang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun ke depan,
fungsi akuntansi PPKDakan melakukan reklasifikasi di setiap
akhir tahun dengan jurnal:
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Jurnal Standar - Reklasifikasi Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah ke Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
Bagian Lancar Tuntutan

XXX Ganti Kerugian Daerah XXXterhadap Pegawai bukan
XXX XXX Bendahara

Tuntutan Ganti Kerugian
XXX Daerah terhadap Pegawai XXX

Bukan Bendahara

Ketika diterirna pembayaran dari pegawai yang terkena kasus
TGRini, fungsi akuntansi PPKDakan menjurnal:

Jurnal Standar - Penerimaan Pembayaran Bagian Lancar
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Jurnal LOdan Neraca-
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXX

Bagian Lancar Tuntutan
XXX XXX Ganti Kerugian Daerah XXXXXX terhadap Pegawai Bukan

Bendahara

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

Pendapatan Tuntutan
XXX XXX Ganti Kerugian Daerah XXXXXX terhadap Pegawai Bukan

Bendahara-LRA

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang
dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan
kemitraan dengan pihak lain derigan prinsip saling
menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Kemitraan ini bisa berupa:
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga- Sewa
Diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan,
yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap
menjadi aset kerjasama/kemitraan-sewa. Pada saat perjanjian
kemitraan ditandatangani oleh kedua pihak, fungsi akuntansi
PPKDakan mereklasifikasi dari Aset Tetap ke "Aset Lain-lain
Kemitraan dengan Pihak Ketiga".
Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-
Sewa
Jurnal LOdan Neraca

Nomor Kode T Debit KreditTanggal Bukti Rekening
Uraian

XXX
Kemitraan dengan Pihak XXX

XXX xxx Ketiga-Sewa Tanah Kantor

XXX
Aset Tetap- Tanah XXX
Lapangan Olahraga



Hasil dari kerjasama berupa uang sewa akan diakui sebagai
pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO".
Berdasarkan Nota Kredit yang diterima dari Bank, fungsi
akuntansi PPKD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian

Bukti Rekening
Debit Kredit

XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaan Daerah-Sewa- XXX

LO

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

XXX XXX Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaall Daerah-Sewa- XXX

LRA

Pada masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada Pemerintah
Daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terirna, fungsi
akuntansi PPKDakan menjurnal:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX
Aset Tetap- Tanah Lapangan XXX
Olahraga

XXX XXX Kernitraan dengan Pihak
XXX Ketiga-Sewa Tanah XXX

kantor

2. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)
Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa
kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya. Diakui pada saat terjadi
perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan
klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset
kerjasama/kemitraan pemanfaatan (KSP).

3. Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - B01)
Buletin Teknis SAPNomor2 tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BGS adalah suatu
bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh
pihak ketigaj investor, dengan cara pihak ketiga/investor
tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut
fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu
tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau
sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah setelah
berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh
masing-masing pihak.
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BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh
pemerintah daerah kepada pihak ketigay investor untuk
membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS
ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

Jurnal Standar Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga -
Bangun Guna Serah - BGS/ BOT

Jurnal La dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz
Kemitraan dengan Pihak

XXX Ketiga -Bangun Guna XXX
XXX XXX

Serah/BGS (BOT) atas Tanah
kantor

XXX Aset Tetap-Tanah XXXLaparigan Olahraga

4. Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)
Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal
Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa BSG adalah
pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak
ketigay investor dengan cara pihak ketigay investor tersebut
mendirikan bangunan dan.'atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun
tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai
dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pacta saat pengadaan/pembangunan gedung
dan/ atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap
digunakan untuk digunakan/ dioperasikan. Penyerahan aset
oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai
dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan
pembayaran kepada pihak ketigay inve stor. Pembayaran oleh
pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

Jurnal Standar Perigakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga -
Bangun Serah Guna - BSG/BTO

Jurnal La dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

Kemitraan dengan Pihak
Ketiga-Bangun Serah

XXX Gedung/BSG (BTO) atas XXX
Tanah Lapangan & Gedung

XXX XXX
Olahraga

XXX Aset Tetap- Tanah XXX
Lapangan Olahraga
Utang jangka Panjang

XXX Lainnya-Utang kepada XXX
Pihak Ketiza BGs/BTO

c. Aset Tidak Berwujud
Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud
menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB)adalah aset non
moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan
salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset
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ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam
menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan
serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas.
Aset tak berwujud terdiri atas:

a) Goodwill;

b) Hak Paten atau Hak Cipta;

c) Royalti;

d) Software;

e) Lisensi;
1) Hasil Kajian/Penelitian yang MemberikanManfaat Jangka

Panjang;
g)Aset Tak Berwujud Lainnya;
h) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Pada saat aset tidak berwujud diperoleh, maka fungsi akuntansi
SKPDmembuat jurnal pengakuan aset tidak berwujud. Jurnal
tersebut mencatat "Aset Tidak Berwujud" di debit dan "Kas di
Bendahara Pengeluaran" (UP/GU/TU) atau "RKPPKD"di kredit
(LS)berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan AsetTidak Berwujud

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz

XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud-Software XXX
XXX RK PPKD XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX Belanja Barang dan Jasa- XXX
XXX XXX Konsultasi-Software

XXX Peru bahan SAL XXX

Alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tidak
berwujud yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset
yang bersangkutan (Asumsi ada masa manfaatnya) disebut
amortisasi.
Amortisi terhadap aset tidak berwujud dapat dilakukan dengan
berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan
metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang
telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang
digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas
manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola
tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, pemerintah
daerah dapat menggunakan metode garis lurus. Amortisasi
dilakukan setiap akhir periode dengan mencatatat "Beban
Amortiaasi" di debit dan "AkumulasiAmortisasi" di kredit

77



Jurnal Standar Pengakuan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX Beban Amortasi-Software XXX

XXX XXX Akumulasi Arnortasi
XXX Software

XXX

d. Aset Lain-lain
Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah direklasifikasi kedalam aset lain-lain. Hal ini
dapat disebabkan karena rusak berat, usang, darr/ atau ast tetap
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses
pemindahtanganan (Proses penjualan, sewa beli, penghibahan,
penyertaan modal).
Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah daerah dan direklasifikasikan kedalam aset lain-lain.
Pada saat suatu aset direklasifikasi menjadi aset lainnya, fungsi
akuntansi SKPDakan mernbuat jurnal pengakuan aset lain-lain
dan penghapusan akumulasi penyusutan aset tetap yang
direklasifikasi. Jurnal tersebut mencatat "Aset lain-lain" dan
"Akumulasi Penyusutan" di debit serta "Aset tetap (sesuai rincian
objek) di kredit berdasarkan dokumen sumber yang relevan.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain

Jurnal LOdan Neraca

Tanggal
Nornor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekeninz

XXX Aset lain-lain-Traktor Rusak XXX

XXX Akumulasi Penyusutan Alat- XXX
XXX XXX alat Besar Darat-Traktor

XXX
Alat-alat besar Darat- XXX
Traktor

E. Akuntansi Aset Lainnya pada PPKD
Sistem dan prosedur akuntansi aset lainnya pada PPKD meliputi
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang
terkait denganaset lainnya berupa tagihan jangka panjang, kemitraan
dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.
1. Tagihan Jangka Panjang
a. Tagihan Penjualan Angsuran

Barang milik daerah yang dipindahtangankanl dijual adalah aset
tetap SKPD yang sudah dihapus/tidak digunakan oleh SKPD.
Setelah dihapus Idikembalikan penguasaannya dari pembukuan
SKPD, SKPD akan menyerahkan aset tersebut kepada PPKD.
PPKDmenerima pelimpahan aset tetap yang hendak dijual ini
dengan mencatatnya sebagai aset tetap.
Selanjutnya, berdasarkan dokumen transaksi terkait penjualan
berupa perjanjian/berita acara penjualan aset secara angsuran,
fungsi akuntansi PPKD akan mencatat "Tagihan Penjualan
Angsuran ..... (sesuai rincian objek)" di debit sesuai nilai yang
tertera pada berita acara penjualan, dan "Aset Tetap ... (sesuai
rincian objek)" di kredit sesuai nilai bukunya. Selisih nilai
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penjualan dan nilai buku aset ini dicatat sebagai "Surplus
Penjualan Aset non Lancar" di kredit jika selisihnya positif.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX Tagihan Penjualan Angsuran XXX

XXX XXX XXX
Surplus Penjualan Aset XXX
Tetap .... LO

XXX Aset Tetap ....... XXX

Jika selisih nilai penjualan dan nilai buku aset bernilai negatif,
maka selisih ini dicatat sebagai "Defisit Penjualan Aset Non
Lancar" di debit.

Tanggal
Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bu kti Rekening

XXX Tagihan Penjualan Angsuran XXX

XXX XXX XXX
Defisit Penjualan Aset Tetap ... XXX
LO

XXX Aset Tetap ....... XXX

Karena tagihan penjualan tersebut bersifat jangka panjang maka
setiap akhir tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan
reklasifikasi untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo
dalam satu tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi
akuntansi PPKDakan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

J urnal LOdan Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX
Bagian Lancar Tagihan XXX

XXX XXX
Penjualan

)(.,'\.X
Tagihan Penjualan XXX
Angsuran

Jika pembelijpegawai tersebut melakukan pembayaran
angsuran, maka fungsi akuntansi PPKDmelakukan penjurnalan
sebagai berikut:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekeninz

XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Bagian lancar Tagihan XXXXXX Penjualan Angsuran -..

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bu kti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

XXX XXX
Pendapatan -

XXX Angsuran/ Cicilan XXX
Peniualan ... -LRA

Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Laporan kasus kerugian daerah dilaporkan oleh kepala
unitj satuan kerja yang bersangkutan kepada majelis melalui
kepala sekretariat untuk diperiksa dan dibuat Surat Keputusan
SKTJM. Surat keputusan SKTJM ini selanjutnya diserahkan
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kepada kepala daerah untuk ditandatangani. SKTJM yang telah
ditanda tangani ini selanjutnya diserahkan kepada pegawai yang
tertuntut melalui kepala unit/ satu an kerja. Jika SKTJM telah
melewati masa waktu jatuh tempo, maka selanjutnya diterbitkan
SKP2K (Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian)
kepada pegawai yang tertuntut. Berdasarkan SK-SKTJM dan
SKP2K ini, fungsi akuntansi PPKD akan mengakui tagihan
tuntutan kerugian daerah dengan jurnal:

J urnal LO dan Neraca
TanggaJ Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekeninz

XXX Tuntutan Ganti Kerugian XXX
Daerah ...

XXX XXX Pendapatan Tuntutan ganti
XXX

I
Kerugian Daerah terhadap XXX
..... -Lo

Tagihan ini bersifat jangka panjang, oleh karenanya setiap akhir
tahun fungsi akuntansi PPKD akan melakukan reklasifikasi
untuk mengakui piutang yang akan jatuh tempo dalam satu
tahun ke depan. Berdasarkan bukti memorial, fungsi akuntansi
PPKDakan melakukan reklasifikasi dengan jurnal:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXX

Bagian Lancar Tuntutan
XXX XXX ganti Kerugian Daerah XXXXXX terhadap Pegawai Bukan

Bendahara

Jurnal - LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Peru bahan SAL XXX

XXX XXX Pendapatan Tuntutan
XXX Ganti Kerugian Daerah .... XXX

-LRA

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Pada saat perjanjian kemitraan ditandatangani oleh kedua
pihak, fungsi akuntansi PPKDakan mereklasifikasi "AsetTetap"
menjadi "Kemitraan dengan Pihak Ketiga"dengan jurnal:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX Kemitraan dengan Pihak XXX
XXX XXX Ketiga- ....

XXX Aset Tetap - .... XXX

Hasil dari kerjasama berupa uang tunai akan diakui sebagai
pendapatan "Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO".
Berdasarkan nota kredit yang diterima dad bank, fungsi
akuntansi PPKDakan menjurnal:
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J urnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Kas di Kas Daerah XXX

XXX XXX Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaan Daerah - ... -LO

XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Perubahan SAL XXX

XXX XXX Hasil dari Pemanfaatan
XXX Kekayaan Daerah - ... -LRA

XXX

Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset
kerjasama/kemitraan harus dikembalikan kepada pemerintah
daerah. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST),fungsi
akuntansi PPKDakan menjurnal:

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
xxx Aset Tetap XXX

XXX XXX Kemitraan dengan Pihak
XXX Ketiga - ....

XXX

F. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya pada SKPD
Prosedur akuntansi aset lainnya pada SKPDmeliputi pencatatan dan
pelaporan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terkait dengan
aset lainnya berupa aset tidak berwujud dan aset lain-lain

1. Aset Tidak Berwujud
Ketika aset tidak berwujud telah diterima dan siap digunakan oleh
SKPD, maka PPK-SKPD akan mencatat perolehan aset tidak
berwujud tersebut berdasarkan dokumen terkait, misal berita acara
serah terima, dengan menjurnal:
Jurnal Standar Pengakuan Aset Tidak Berwujud pada SKPD

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal

Nornor Kade Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX XXX XXX Aset Tidak Berwujud XXX
XXX Utang Belania ....... XXX

Ketika dilakukan pembayaran atas peroleh aset tidak berwujud
tersebut, PPK-SKPD melakukan penjurnalan berdasarkan
dokumen terkait, misal TBP atau SP2D-LS, dengan mencatat
"Utang Belanja" di debit dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di
kredit jika dibayar menggunakan uang UPIGUlTD atau "RKPPKD"
di kredit jika pembayaran dilakukan dengan mekanisma LS.

Jurnal Standar Pembayaran Utang Belanja - Aset Tidak Berwujud
pada SKPD

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor64 Tahun 2013)

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nornor Kade Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Utang Belanja ... XXX
XXX Kas di Bendahara Penzeluaran XXX

81



Atau

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit
Bukti Rekening

Kredit

XXX XXX
XXX Utang Belanja XXX

XXX RK PPKD XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap perolehan aset tidak
berwujud tersebut, PPK-SKPDmencatat "Belanja Barang dan Jasa -
..." di debit dan "Perubahan SAL"di kredit dengan jurnal:

Jurnal LRA
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX XXX
XXX Belanja Barang/-Jasa XXX

XXX Perubahan SAL XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening anggaran
(Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX XXX
XXX Belanja Barang/ Jasa XXX

XXX Peru bahan SAL XXX

2. Aset Lain-Lain
Berdasarkan catatan pengurus barang terkait aset tetap yang
sudah dihentikan penggunaannya atau rusak, PPK - SKPD
membuat bukti memorial yang diotorisasi Pengguna Anggaran dan
kemudian mencatat pengakuan aset lain-lain dengan menjurnal
"Aset Lain-Lain" di debit sebesar nilai buku aset tetap yang sudah
dihentikan penggunaannya tersebut dan "Akumulasi Penyusutan -
..." di debit serta "Aset Tetap - ..." di kredit untuk mereklasifikasi
aset tetap ke aset lain-lain.

Jurnal Standar Pengakuan Aset Lain-lain pada SKPD

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal

Nomor Kode Uraian Debit Kredit
Bukti Rekening

XXX XXX
XXX Aset Lain-lain ... XXX

XXX Akumulasi Penyusutan ... XXX

XXX Aset Tetap ..... XXX
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BAB XIII
SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. UMUM

1. Definisi
Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul
dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan
aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban
pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman
kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada
pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasijrealokasi
pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi
jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara
hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan
perundang -undangan.
Sistem akuntansi kewajiban yang diatur terdiri atas sistem
akuntansi kewajiban di SKPDdan sistem akuntansi kewajiban di
PPKD. Sistem akuntansi kewajiban adalah suatu proses yang
dimulai dari pembelianjpengadaan barangjjasa (secara kredit)
yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sampai kepada proses
penyelesaianjpembayaran utang yang bersangkutan. Kewajiban
merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya
ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat
muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga,
perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan,
kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke
entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban
bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai
konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi
Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo
penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:

a. KewajibanJangka Pendek
Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang
diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah
tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang
transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang
bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK),dan bagian lancar utang jangka
panjang.

b. KewajibanJangka Panjang
Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan
dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar
dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban
jangka panjang jika:
1)jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance)

kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang
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3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian
pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan
kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum
pelaporan keuangan disetujui.
Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan
sebagai berikut:

Kewaiiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiza (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya

Kewajiban .Jangka Panjang Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya

B. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI SKPD
Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas penerimaan utang,
pembayaran utang khususnya utang jangka pendek.

1. Pihak-pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban S1

SKPDterdiri atas: PPTK,PPK-SKPDdan PFKD.
a. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPTKmelaksanakan fungsi
untuk pengadaan barang/jasa kegiatan, dengan memiliki tugas
sebagai berikut:
1)melakukan pembelian j pengadaan barangj jasa berdasarkan
kebutuhan kegiatan dengan menggunakan nota pesananj
dokumen lain yang dipersamakan;

2) menerima barang berdasarkan nota pesanan dengan
dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST);

3) menyiapkan dokumen pembayaran.
b. Pejabat Penatausahaan Keuangan - SKPD

Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPK-SKPDmelaksanakan
fungsi akuntansi pacta SKPD dengan memiliki tugas sebagai
berikut:
1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksijkejadian investasi ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE),Neraca dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK).

c. Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (PPKD)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PPKD terlibat dalam hal
pengadaan barangjjasa oleh SKPDdilakukan dengan mekanisme
pembayaran LS, sehingga fungsi akuntansi PPKDmemiliki tugas:
1)Menyampaikan dokumen transaksi yang dilakukan dengan
mekanisme LSkepada SKPD;
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2) Melakukan pengecekan terhadap transaksi konsolidasi antara
PPKD dan SKPD untuk meyakinkan kebenaran pencatatan
yang dilakukan oleh fungsi akuntansi SKPD.

d. Pengguna Anggaran (PA / KPA)
Dalam sistem akuntansi kewajiban, PA/KPA menandatangani
laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi
SKPD.

2. Dokumen yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban
antara lain:
1) Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah;

2) Nota Pesanan;

3) Berita Acara Serah Terima;

4) Kuitansi;

5) Surat Perjanjian Kerja;

6) SP2D UP/GU/TU;

7) SP2D LS;
8) Surat Pernyataan PA tentang tanggungjawab PA terhadap

laporan keuangan SKPD.

3. Jurnal Standar
Akuntansi kewajiban di SKPD terdiri atas pencatatan atas terjadinya
utang dan pembayaran utang.
Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa
yang telah dilaksanakan dan pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD
akan mengakui adanya utang.
Pencatatan atas pengadaan/pembelian barang/jasa dapat dilakukan
dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu: (1) Pendekatan
Beban dan (2) Pendekatan Aset.
a. Transaksi pengakuan terjadinya utang pada saat

pengadaan/pembelian ATKyang telah dilaksanakan dan pelunasan
belum dilakukan.
1) Jika menggunakan pendekatan beban, maka jurnal yang dibuat

oleh fungsi akuntansi SKPD adalah:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Beban ATK XXX

XXX XXX Utang Belanja Bahan XXXXXX Pakai Habis

2) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat
oleh fungsi akuntansi SKPDadalah:
Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening
XXX Persediaan Alat Tulis Kantor XXX

XXX XXX Utang Belanja Bahan
XXX Pakai Habis

XXX
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b.Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan
pembayaran / pelunasan dengan asumsi menggunakan mekanisme
UP/GU, maka jurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPD
adalah:

1) Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat
oleh fungsi akuntansi SKPD adalah: .

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode UraianBukti Rekening Debit Kredit

XXX Utang Belanja Bahan Pakai XXX
XXX XXX Habis

XXX Kas di Bendahara
Penzeluaran XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode UraianBukti Rekening Debit Kredit

XXX XXX XXX Belanja ATK XXX
XXX Peru bahan SAL XXX

Jika menggunakan pendekatan aset, maka jurnal yang dibuat
oleh fungsi akuntansi SKPDadalah:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX
Utang Belanja Bahan Pakai XXX

XXX XXX
Habis

Kas di Bendahara
XXX Penzeluaran

XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Belanja ATK XXX
XXX Peru bahan SAL XXX

c.Transaksi pembayaran utang pada saat dilakukan
pernbayaran/pelunaean dengan asumsi menggunakan mekanisme
LS,makajurnal yang dibuat oleh fungsi akuntansi SKPDadalah:

Jurnal LO dan Neraca
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit lKredit

Bukti Rekeninz

XXX
Utang Belanja Bahan Pakai XXX \XXX XXX Habis

XXX RK PPKD I XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Uraian Debit Kredit

Bukti Rekening

XXX XXX XXX Belanja ATK XXX
XXX Perubahan SAL XXX

C. SISTEM AKUNTANSI KEWAJIBAN DI PPKD
Akuntansi kewajiban PPKD terdiri atas penerimaan utang,
pembayaran utang, dan reklasifikasi utang yang dibagi
bagian yaitu (1) Akuntansi kewajiban, dan (2)
pembiayaan.

menjadi 2
akuntansi
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1. Pihak-Pihak Terkait

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi kewajiban di
PPKD terdiri atas : Fungsi Akuntansi PPKD, BUD dan PPKD.

a. Fungsi Akuntansi - PPKD
Dalam sistem akuntansi kewajiban, fungsi akuntansi pada PPKD
dengan memiliki tugas sebagai beriku t:

1) mencatat transaksi/kejadian investasi lainnya berdasarkan
bukti-bukti transaksi yang sah ke Buku Jurnal Umum;

2) memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadian investasi ke
dalam Buku Besar masing-masing rekening (rincian objek);

3) menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LP-SAL),
Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),
Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dalam sistem akuntansi kewajiban, BUD melakukan fungsi
mengadministrasi penerimaan utang, pembahayaran utang dan
reklasifikasi utang, sehingga BUD memiliki tugas:

1) menyiapkan dokumen transaksi penerimaan, pembayaran dan
reklasifikasi u tang;

2) menyiapkan bukti memorial untuk pencatatan akuntansi oleh
Fungsi Akuntansi PPKD yang sebelumnya disahkan oleh
Kepala SKPKD.

c. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)

Dalarn sistem akuntansi kewajiban, PPKD memiliki tugas
menandatangani laporan keuangan Pemerintah Daerah sebelum
diserahkan kepada BPK.

2. Dokumen Yang Digunakan
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban PPKD
antara lain:
a. Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Daerah;

b. Surat Perjanjian Utang;

c. Nota Kredit;

d. SP2D LS.

3. Jurnal Standar

No Transaksi
Pencatatan oleh PPKD
Uraian Debit Kredit

1 Saat penerimaan Kas di Kas Daerah XXX

pembiayaan Kewaiiban Jangka Paniang XXX
Perubahan SAL XXX

Penerimaan Pembiayaan XXX

2 Saat Pembayaran Beban Bunga XXX
Buriga Kewajiban Kas di Kas Daerah XXX

Bunza Utanz XXX
Perubahan SAL XXX

3 Saat Pelunasan Kewaiiban .Ianzka Panjang XXX
Kewajiban Kas di Kas Daerah XXX

Penzeluaran Pembiavaan XXX
Perubahan SAL XXX

4 Saat Reklasifiksai Kewaiiban .Janzka Panjang XXX
Bazian Lancar Kewaiiban Jangka Paniang XXX
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BAB XIV
AKUNTANSIKOREKSIKESALAHAN

A. UMUM

1. Definisi
Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar
akun zpos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi
sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian
akun Zpos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang
seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan
atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan
tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu
akun Zpos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas
Laporan Keuangan.
Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain
disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi
oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan
standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga
bisa ditemukan di periode yang sarna saat kesalahan itu dibuat,
namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah
sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa
kesalahan tersebut.

2. Klasifikasi
Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi
2 (dua) jenis:
a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan
tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan
kembali menjadi 2 (dua) jenis:
1)Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
2)Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode

sebelumnya
b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat
alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang
diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan
pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu
dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Sistem akuntansi koreksi kesalahan yang diatur dalam modul ini
adalah sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di SKPD
dan sistem akuntansi koreksi kesalahan yang terjadi di PPKD.
Penyebab terjadinya kesalahan antara lain disebabkan karena
keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna
anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan
akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa
ditemukan di periode yang sarna saat kesalahan itu dibuat,
namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah
sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa
kesalahan tersebut. Dari sifat kejadiannya, koreksi kesalahan
dapat terjadi berulang dan tidak berulang.
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Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan:

Sifat Kelompok Jenis Batasan
Kesalahan Tidak Terjadi pada
Berulang periode berjalan

Terjadi pada Laporan Keuangan
periode Belum diterbitkan
sebelurnnya

Laporan Keuangan Sudah ditetapkan
Sudah diterbitkan dalam Perda

Kesalahan
Berulang

B. PIHAK-PIHAK TERKAIT
Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi kesalahan
di SKPDterdiri atas :
1. PPK-SKPDdan
2. PA/KPA.
sedangkan pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi koreksi
kesalahan di PPKDterdiri atas :
1. Fungsi Akuntansi PPKDdan

2. PPKD.

c. DOKUMEN YANG DIGUNAKAN
Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi kewajiban antara
lain:
1. Peraturan Kepala Daerah tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah
Daerah;

2. Bukti Memorial/Dokumen lain yang dipersamakan;

3. SP2D.

D. JURNAL STANDAR DAN ILUSTRASI
1. Kesalahan Tidak Berulang
a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun
yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang
bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun
pendapatan LRA,belanja.,pendapatan LO,maupun beban.

Ilustrasi :
Pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang
bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan
pengiriman oleh pemerintah pusat.

Jurnal Semula :
Jurnal LOdan Neraca
Tanggal

Nornor Kade Rekening Uralan Debit Kredit
Bukti

XXX XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX
8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari XXX

Pemerintah - LO
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Jurnal LRA
Tanggal Nomor

KodeRekening UraianBukti Debit Kredit
XXX XXX 0.0.0.0.0.0 Perubahan SAL XXX

4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari
XXXPemerintah - LRA

Jurnal Koreksi
Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor KodeRekening UraianBukti Debit Kredit
XXX XXX 8.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah -

LO XXX
1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor KodeRekening Uraian Debit KreditBukti
XXX XXX 4.3.1.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah -

LRA XXX
0.0.0.0.0.0 Perubahan SAL XXX

b. Kesalahan Tidak Berulang yang Terjadi Pada Periode
Sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni
yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan
keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi
dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang
berbeda.

1)Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan
dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada
akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun
pendapatan-LO atau akun beban.
Ilustrasi:

Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah
penghitungan jumlah gaji.
Jurnal semula :

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor64 Tahun 2013)
Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor KodeRekening Uraian Debit KreditBukti
XXX XXX 9.1.1.XX.XX Beban Pegawai - LO XXX

3.1.3.01.01 RKPPKD XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor KodeRekening Uraian Debit KreditBukti
XXX XXX 5.1. I.XX.XX Belanja Pegawai - LRA XXX

0.0.0.0.0.0 Perubahan SAL XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
anggaran (Permendagri Nomor 13Tahun 2006)

Jurnal LRA
Tanggal Nomor KodeRekening Uraian Debit KreditBukti
XXX XXX 5.1.1.XX.XX Belanja Pegawai XXX

0.0.0.0.0.0 Perubahan SAL XXX
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Jurnal Koreksi:

Asumsi pelaksanaan anggaran mengiku ti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)

Jurnal LO dan Neraca
TanggaJ Nomor Kode Rekening UraianBukti Debit Kredit
XXX XXX 1.1.l.0 l.0 1 XXX

8.3.3.01.02 XXX

Jurnal LRA
TanggaJ Nornor Kode Rekening UraianBukti Debit Kredit
XXX XXX 0.0.0.0.0.0 XXX

4.3.3.01.02 XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA
TanggaJ Nomor Kode Rekening Uraian Debit KreditBukti
XXX XXX 0.0.0.0.0.0 Perubahan SAL XXX

4.3.3.01.02 Lain-lain Pendapatan Daerah XXXvan Sah-LRA

2) Koreksi - Laporan Keuangan sudah Diterbitkan
Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga
mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode
tersebut sudah diterbitkan (Peraturan Daerah/Peraturan
Kepala Daerah Pertanggungjawaban), dilakukan dengan
pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal
mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan
pembetulan pada akun SaldoAnggaran Lebih.

Ilustrasi :
Terjadi pengembalian belanja pegawai tahun lalu karena salah
penghitungan jurnlah gaji.
Jurnal semula:
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor64 Tahun 2013)

Jurnal LOdan Neraca

XXX

Nomor K d R k . UraianTanggaJ Bukti 0 e e enmg Debit Kredit

~XXX~__ ~~XXX~__ ~79.~1~.1~.0~1~.0~1~~~B~e~b~an~G~a~·i~P~Ok~o~k~P~N~S~-~L~O~~=~~XXX~~~
l.l.l.03.0 1 Kas di Bendahara

Pen eluaran

Jurnal LRA
TanggaJ Nomor Kode Rekening

Bukti
Uraian Debit Kredit

~XXX~__ ~~XXX~__ ~~S.~1~.1~.0~1~.O~1~-4~B~e~lan~a~G~a~·i~Po~k~0f,k~P~N~S~-L~RA~__ -1~XXX~~~~~
L- __L ___jL,_o::: •.:::_o:..;::.O~.0:.:..O:::.~O__ --'- __ -=--=Perub ahan SAL XXX
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Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
anggaran (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006)

Jurnal LRA
Tanggal Nomor KodeRekening UraianBukti Debit Kredit
XXX XXX 5.1.1.01.01 Belania Gaii Pokok PNS-LRA XXX

0.0.0.0.0.0 Perubahan SAL XXX

Jurnal Koreksi :
Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening BAS
(Permendagri Nomor64 Tahun 2013)

Jurnal LOdan Neraca
Tanggal Nomor KodeRekening UraianBukti Debit Kredit
XXX XXX 1.1.1.01.01 Kas di Kas Daerah XXX

3.1.1.01.01 Ekuitas XXX

Jurnal LRA
Tanggal Nomor KodeRekening Uraian Debit KreditBukti
XXX XXX 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX

0.2.1.00.00 Surnlua/Defisit LRA XXX

Asumsi pelaksanaan anggaran mengikuti kode rekening
anggaran (Permendagri Nomor 13Tahun 2006)

Jurnal LRA
Tanggal Nomor Kode Rekening Uraian Debit Kredit

Bukti
XXX XXX 0.0.0.00.00 Perubahan SAL XXX

0.2.1.00.00 Surplus/Defisit LRA XXX

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak
berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan
menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan
keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan
dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.
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BABXV
SISTEM AKUNTANSI LAPORAN KONSOLIDASI

A. UMUM

Lap_orankeuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan
dan .se~uruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD
menjadi satu laporan keuangan entitas tunggal, dalam hal ini adalah
L~poran Keu~ngar: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
T~mur sebagai entitas pelaporan. Laporan keuangan konsolidasi ini
disusun oleh PPKDyang dalam hal ini bertindak mewakili pemerintah
daerah sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena
Sis~em Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan
arsitektur pusat dan cabang (Horne Office - Branch Office). PPKD
bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai
kantor cabang.

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasi adalah
menggabungkan/mengkonsolidasikan laporan keuangan dari seluruh
SKPDdengan PPKD.

Proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi ini terdiri atas 2
tahap utama, yakni tahap penyusunan kertas kerja (worksheet)
konsolidasi dan tahap penyusunan laporan keuangan gabungan
pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan.

B. TAHAP PENYUSUNAN KERTAS KERJA KONSOLIDASI
Kertas kerja konsolidasi adalah alat bantu untuk menyusun neraca
saldo gabungan SKPD dan PPKD. Kertas kerja berguna untuk
mempermudah proses pembuatan laporan keuangan gabungan.
Aktivitas utama dari penyusunan kertas kerja konsolidasi dibagi
kedalam 3 bagian yaitu:
1) menyusun worksheet LRA yaitu dengan cara menggabungkan

akun -akun pada kode 4,56 dan 7 dari seluruh SKPDDANPPKD
untuk mendapatkan LRAGABUNGAN.

2) menyusun worksheet LOyaitu dengan cara menggabungkan akun
-akun pada kode 8 dan 9 dari seluruh SKPDDANPPKDuntuk
mendapatkan LOGABUNGAN.

3) Menyusun worksheet Neraca yaitu dengan cara menggabungkan
akun -akun pada kode 1.2 dan 3 dari seluruh SKPDDANPPKD
untuk mendapatkan NERACAGABUNGAN..Namu~ khusu~ ~ntu~
penggabungan Neraca Jebih dulu harus dibuat jurrial eliminasi,
barulah kemudian dibuat NERACAGABUNGAN.

C. TAHAP PENYUSUNAN LAP 0 RAN KEUANGAN
Terdapat Laporan Keuangan Pemda yang wajib
pemerintah daerah, yaitu:
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);

3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);

5. Neraca;
6. Laporan Arus Kas (LAK);dan

dibuat oleh
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7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berikut akan dijelaskan proses penyusunan masing-masing

laporan keuangan tersebut.
1. Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang
menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer,
Surplus/ defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing
diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. LRA
dapat langsung dihasilkan dari LRA konsolidasi yaitu dengan
mengambil data akun-akun kode rekening 4 (Pendapatan - LRA),5
(Belanja) , 6 (Transfer) dan 7 (Pembiayaan) pada worksheet yang

telah di gabungkan.
2. Menyusun Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan SAL ini merupakan akumulasi SiLPA periode
perjalan dan tahun-tahun sebelumnya. Laporan perubahan SAL
baru dapat disusun setelah LRA selesai. Hal ini karena dalam
menyusun laporan perubahan SAL, kita memerlukan informasi
SiLPA /SIKPA tahun berjalan yang ada di LRA.
Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBlH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN20XO

NO URAIAN
20Xl 20XO

1 Saldo Anggaran Lebih Awal
xxx Xxx

2
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

(xxx) (xxx)

Tahun Berjalan
-~

3 subtotal (1 + 2)
xxx Xxx

4
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/

xxx Xxx

SiKPA)
5 Subtotal (3 + 4)

xxx Xxx

6
Koreksi Kesalahan Pembu~an Tahun Sebelumnya

xxx Xxx

7 Lain-lain
xxx Xxx

8 Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)
xxx Xxx

3. Penyusunan Laporan Operasional
Sama halnya dengan LRA,Laporan Operasional (LO)juga dapat
langsung dihasilkan dari LO konsolidasi yaitu dengan mengambil
data akun-akun kode rekening 8 (Pendapatan - LO)dan 9 (Beban).

4. Menyusun Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas
pemerintah daerah. Laporan Perubahan Ekuitas disusun dengan
menggunakan data Ekuitas Awal dan data perubahan ekuitas
periode berjalan yang salah satunya diperoleh dari Surplus/ defisit
Laporan Operasional.
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